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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab –Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 
dapat dilihat pada tabel berikut: 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
 Ba b Be 
 Ta t Te 
 ṡ a ṡ  es (dengan titik di atas) 
 Jim j Je 
 ḥ a ḥ  ha (dengan titik bawah) 
 Kha kh ka dan ha 
 Dal d De 
 Żal ż Zet (dengan titik di atas) 
 Ra r Er 
 Zai z Zet 
 Sin s Es 
 Syin sy es dan ye 
 ṣ ad ṣ  es (dengan titik bawah) 
 ḍ ad ḍ  de (dengan titik bawah) 
 ṭ a ṭ  te (dengan titik bawah) 
 ẓ a ẓ  zet (dengan titik bawah) 
 „ain „ apostrof terbalik 
 Gain g Ge 
 Fa f Ef 
 Qaf q Qi 
 Kaf k Ka 
 Lam l El 
 Mim m Em 
 Nun n En 
 Wau w We 
 Ha h Ha 
 Hamzah ‟ Apostrof 
 Ya y Ye 
 
Hamzah ( ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan 
tanda (‟). 
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2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut:   
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 fatḥ ah a A 
 Kasrah i I 
 ḍ ammah u U 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 fatḥ ah dan yā’ ai a dan i 
 fatḥ ah dan wau au i dan u 
 
Contoh: 
 kaifa 
   haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:  
Harakat 
dan Huruf 
Nama 
Huruf dan 
Tanda 
Nama 
...  |  
… 
fatḥ ah dan alif atau yā’ ā a dan garis di atas 
 kasrah dan yā’ ī i dan garis di atas 
 ḍ ammah dan wau ū u dan garis di atas 
 
Contoh : 
 : māta 
 : ramā 
 : qīla 
 : yamūtu 
4. Tā’ marbūṭ ah  
Transliterasi untuk tā’ marbūṭ ah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭ ah yang 
hidup atau mendapat harakat fatḥ ah, kasrah, dan ḍ ammah, transliterasinya 
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adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭ ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭ ah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpiah, maka 
tā’ marbūṭ ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
 
Contoh:  
  : rauḍ ah al-atfāl 
   : al-madīnah al-fāḍ ilah 
   : al-ḥ ikmah 
5. Syaddah (Tasydīd) 
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydīd (), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonan ganda) yang diberi syaddah. 
Contoh: 
  rabbanā 
  najjainā 
  al-ḥ aqq 
  nu’’ima 
 :‘aduwwun 
Jika huruf  ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah ( ), maka ditransliterasikan dengan huruf maddah menjadi ī. 
Contoh: 
 : ‘Alī (bukan „Aliyy atau „Aly) : 
  ‘Arabī (bukan „Arabiyy atau ‘Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan  (alif lam 
ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya yang dihubungkan dengan garis 
mendatar (-). 
Contoh: 
 :  al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
  al-zalzalah (bukan az-zalzlah) 
 : al-bilādu  
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7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku 
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 
terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 
berupa alif. 
Contoh: 
  ta’murūna 
  : Syai’un 
  : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim 
digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 
transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur‟an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, 
dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 
rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh, contoh: 
Fī Ẓ ilāl al-Qur’ān 
Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
9. Lafẓ  al-Jalālah ( ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 
lainnya atau berkedudukan sebagai muḍ āf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi 
tanpa huruf hamzah. 
Contoh: 
 dīnullāh    billāh 
Adapun tā’ marbūṭ ah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafẓ  
al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:  
  Hum fī raḥ matillāh 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), 
dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 
penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 
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berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan awal 
nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. 
Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan 
huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 
sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 
tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku 
untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, 
baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 
CDK, dan DR). Contoh: 
Wa mā Muḥ ammadun illā rasūl 
Inna awwala baitin wuḍ i’a linnāsi lallażī bi Bakkata Mubārakan 
Syahru Ramaḍ ān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān 
Nasīr al-Dīn al-Ṭ ūsī 
Abū Nasr al-Farābī 
Al-Gazālī 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan 
Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir 
itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar  
referensi. Contoh: 
 
 
 
 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.       = Subhanahu wa Ta’āla 
saw.      = shallallāhu ‘alaihi wasallam 
a.s. = ‘alaihi al-salām 
H = Hijriyah 
Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-
Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu) 
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, 
Naṣr Ḥāmid Abū) 
 
xv 
 
M = Masehi  
SM = Sebelum Masehi 
l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w. = Wafat tahun 
QS…/…:4  = QS al-Baqarah/2:4 
HR = Hadis Riwayat 
t.p.        = Tanpa penerbit 
t.t.         = Tanpa tempat 
t.th.       = Tanpa tahun 
h.           = Halaman 
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ABSTRAK 
 
Nama  : Ario Adrianto  
NIM  : 10300112058 
Jurusan  : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 
Judul : Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Ketenagakerjaan 
Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam   
 
 Penerapan hukum ketenagakerjaan di Indonesia sepenuhnya belum dapat 
menjamin aspek perlindungan Hak Asasi Manusia terkhusus bagi para pekerja, 
dikarenakan masih maraknya terjadi kasus pelanggaran ham terkhusus pada bidang 
ketenagakerjaan yang tentunya sudah tidak sejalan dengan prinsip hukum 
ketenagakerjaan yang berlaku saat ini dan juga prinsip perlindungan ham dalam 
hukum Islam pada umumnya. Dengan demikian berdasarkan hal tersebut maka 
penulis berpendapat perlunya penelitian lebih mendalam untuk menjawab 
permasalahan diatas. Pokok permasalahan dari skripsi ini yaitu bagaimanakah 
perlindungan Hak Asasi Manusia dalam sistem ketenagakerjaan. 
 Dari pokok permasalahan tersebut diperoleh sub permasalahan antara lain 
sebagai berikut: bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap perlindungan hak 
asasi manusia? Bagaimanakah perlindungan hak asasi manusia dalam sistem 
ketengakerjaan.  
Untuk menjawab pokok permasalahan di atas, digunakan metode penelitian 
Liblary Research (Penelitian Pustaka) dengan menggunakan pendekatan teologi 
normatif (Hukum Islam) dan yuridis normatif (Hukum Positif). Adapun sumber data 
yang digunakan yaitu sumber data primer yang merupakan dokumen peraturan yang 
bersifat mengikat, data sekunder berupa pengumpulan data dari bahan-bahan 
kepustakaan. Dalam skripsi ini digunakan metode pengumpulan data dengan cara 
identifikasi data, reduksi data dalam hal ini memilih dan memilah data yang relevan 
dengan pembahasan. Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan yaitu 
analisis data kualitatif.  
Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa hakekat keberadaan ham 
merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi 
keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan 
antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum, nilai-nilai perlindungan 
ham yang terkandung dalam perspektif hukum Islam tentunya telah memenuhi segala 
ketentuan-ketentuan tentang perlindungan ham secara universal. Hukum 
ketenagakerjaan yang berlaku saat ini dimaksudkan untuk senantiasa menjamin hak-
hak dasar pekerja dan senantiasa menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan 
tanpa diskriminasi atas dasar apapun, yang pada hakekatnya berdasar pada konsep 
perlindungan ham dalam perspektif hukum Islam.   
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Kedudukan  manusia dalam hukum  sangat erat hubungannya dengan hak 
asasi manusia yang dimiliki oleh manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau 
hak pokok anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Manusia sebagai mahluk Tuhan Yang 
Maha Esa secara kodrati dianugerahi hak dasar tertentu, tanpa perbedaan antara satu 
dengan yang lainnya, tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, 
agama, usia, pandangan politik, status sosial, bahasa dan status lainnya. Hak asasi ini 
menjadi dasar hak dan kewajiban lainnya. 
Hak asasi tersebut antara lain hak hidup, hak kemerdekaan, hak berkeluarga, 
hak untuk mendapatkan keadilan, hak rasa aman, hak mengeluarkan pendapat, hak 
kebebasan beragama, dan hak kesejahteraan. 
Hak politik dan kedudukan dalam hukum bagi laki-laki dan perempuan dalam 
pandangan suatu bangsa, tidak bisa dilepaskan dari pandangan hak asasi manusia 
(HAM) bangsa tersebut. Hak asasi manusia dalam pandangan bangsa Indonesia 
sebagai bagian dari masyarakat internasional, pada dasarnya sama dengan hak asasi 
manusia dalam pandangan bangsa-bangsa didunia sebagai mana tertuang dalam The 
Universal Declaration Of Human Rights (UDHR), yaitu Deklarasi Universal Hak 
Asasi Manusia, yang dikeluarkan oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948. 
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Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hak asasi manusia adalah hak-
hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup 
sebagai manusia. Hak hidup misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan 
melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup, karena tanpa 
hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang.   
Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang 
Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati.Karena sifatnya yang demikian 
maka tidak ada kekuasaan apapun didunia yang dapat mencabut hak asasi setiap 
manusia.Ia adalah hak dasar setiap manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah 
Tuhan Yang Maha Esa; bukan pemberian manusia atau lembaga kekuasaan. 
Menurut Pasal 1 Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan 
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan 
anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, 
hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan 
martabat manusia.
1
 
Indonesia sebagai negara hukum memberikan jaminan hidup dan bebas dari 
perlakuan bersifat diskriminatif. Demikian pula perlindungan hak asasi manusia 
merupakan kewajiban pemerintah dalam melaksanakan fungsi pelayanan, 
                                                          
1
 H. Suparman Usman, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia (Tangerang:  
Gaya Media Pratama, 2008), h. 65. 
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pengawasan, maupun penindakan pelanggaran hukum ketenagakerjaan. Cita hukum 
dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat, pekerja, dan pengusaha dalam 
hubungan kerja wajib menjamin aspek keadilan, yang pada gilirannya dapat 
mewujudkan nilai kemanfaatan bagi kepentingan pelaku ekonomi dan pengguna 
produksi sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang no. 13 tahun 2003 
tentang ketenagakerjaan, dimana isi dari Undang-Undang tersebut sudah tercantum 
berbagai hal yang mencakup tentang peraturan untuk para pekerja dan para pelaku 
usaha.
2
 
Namun dalam kenyataannya saat ini pelanggaran hak asasi manusia terkhusus 
pada bidang ketenagakerjaan masih marak terjadi, baik yang terjadi didalam maupun 
diluar negeri sekalipun, salah satu contoh pelanggaran hak asasi manusia terkhusus 
pada bidang tenaga kerja yakni kasus praktik perbudakan yang melibatkan 31 orang 
buruh di pabrik panci kuali bertempat di Kampung Bayur Opak RT 03 RW 06 Desa 
Lebak Wangi Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang.
3
 
Kasus ini merupakan pelanggaran hak buruh  yaitu upah murah dibawah 
UMP, outsourcing, jam kerja panjang tanpa dibayar lembur yaitu 18 jam dalam 
sehari. Kasus diatas merupakan perbudakan dizaman modern dan termasuk kasus 
pelanggaran hak asasi manusia dalam sistem ketenagakerjaan. padahal sudah sangat 
jelas tercantum dalam UUD 1945 khususnya pada pasal 28D ayat 2 bahwa setiap 
                                                          
2
 Lalu Husni, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 
2003), h. 55. 
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 http://heryanalvian.wordpress.com/2013/05/03/kasus-perbudakan buruh-
pelanggaran-ham-dalam-sistem-ketenagakerjaan/ , di akses pada tanggal 15 juni 2016. 
4 
 
orang berhak mendapatkan imbalan dan perlakuan yang baik dalam hubungan kerja, 
4
sehingga kekerasan terhadap tenaga kerja sangatlah bertentangan dengan UUD 1945. 
Selain dari kekerasan fisik yang tentunya bertentangan dengan prinsip hak asasi 
manusia khususnya pada bidang tenaga kerja, kasus kelayakan dalam hal pengupahan 
(gaji) terhadap tenaga kerja juga sering di lontarkan oleh pihak buruh ketika 
melakukan aksi demo hari buruh setiap tahunnya. Ini menunjukan bahwa eksistensi 
Undang-Undang ketenagakerjaan dalam hal kesejahteraan belum sepenuhnya 
dirasakan oleh pihak buruh itu sendiri. 
Dalam kehidupan ini manusia tentunya mempunyai kebutuhan yang beraneka 
ragam, untuk dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk 
bekerja. Baik pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun bekerja pada orang lain. 
Pekerjaan yang diusahakan sendiri maksudnya adalah bekerja atas usaha modal dan 
tanggung jawab sendiri. Sedangkan bekerja pada orang lain maksudnya adalah 
bekerja dengan bergantung pada orang lain yang memberikan pekerjaan tersebut. 
Kaitannya dengan Hukum Perburuan bukanlah orang yang bekerja atas usaha 
sendiri, tetapi yang bekerja pada orang atau pihak lain. Namun karena ketentuan ini 
sangat luas maka diadakan pembatasan-pembatasan tentang macam pekerjaan yang  
tidak tercakup dalam hukum perburuhan, yakni hukum perburuhan adalah sebagian 
dari hukum yang berlaku (segala peraturan-peraturan) yang menjadi dasar dalam 
mengatur hubungan kerja antara buruh (pekerja) dengan majikan atau perusahaannya, 
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 Lihat Pasal 28 D Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.  
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mengenai tata kehidupan tata kerja yang langsung bersangkut paut dengan hubungan 
kerja tersebut. 
Mr. Soetikno dalam bukunya berjudul hukum perburuhan, mengatakan bahwa 
keseluruhan peraturan-peraturan hukum mengenai hubungan kerja yang 
mengakibatkan seseorang secara pribadi ditempatkan dibawah perintah/pimpinan 
orang lain dan mengenai keadaan-keadaan penghidupan yang langsung bersangkut 
paut dengan hubungan kerja tersebut.
5
 
Dari beberapa pengelompokan hak asasi yang dikemukakan sebelumnya, yang 
bersentuhan langsung dengan prinsip hubungan kerja, yakni hak akan kesamaan dan 
persamaan dihadapan hukum, hak untuk bekerja, berserikat dan berpendapat, hidup 
layak dan hak atas jaminan sosial. Hak dasar inilah yang harus ada dalam setiap 
hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha. 
Bidang hukum ketenagakerjaan sebelum hubungan kerja adalah bidang 
hukum yang berkenaan dengan kegiatan mempersiapkan calon tenaga kerja sehingga 
memiliki keterampilan yang cukup untuk memasuki dunia kerja, termasuk upaya 
untuk memperoleh atau mengakses lowongan pekerjaan baik didalam maupun diluar 
negeri dan mekanisme yang harus dilalui oleh tenaga kerja sebelum mendapatkan 
pekerjaan. Bidang-bidang tersebut meliputi: 
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1. Antar Kerja Antar Negara (AKAD) atau Penempatan Tenaga Kerja didalam  
Negeri. 
2. Antar Kerja Antar Negara (AKAN) atau Penempatan Tenaga Kerja ke Luar 
Negeri.
6
 
Hukum ketenagakerjaan yang berperan mengatur keajekan hubungan kerja, 
selain pengaturannya melalui peraturan perundang-undangan terbit pula melalui 
bentuk peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama dan perjanjian kerja. Pada 
dasarnya ketentuan hukum ini, berlandaskan pada asas kepastian, keadilan,  manfaat, 
keseimbangan kepentingan, musyawarah-mufakat, serta persamaan kedudukan dalam 
hukum. Asas-asas ini mempunyai nilai sebagai cita hukum ketenagakerjaan dalam 
memberikan landasan bagi perlindungan dan penegakan hukum bidang 
ketenagakerjaan. 
Perlindungan pekerja dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan 
tuntutan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, 
perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku 
dalam lingkungan kerja itu.
7
 
Bekerja merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana disebutkan 
dalam pasal 28D UUD 1945, yang berbunyi : 
                                                          
6
 Lalu Husni, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 
h. 79. 
7
 H. Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 
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1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum 
yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 
2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang 
adil dan layak dalam hubungan kerja. 
3) Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam 
pemerintahan. 
4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.8 
Pemerintah selaku pembina, pengawas, dan penindakan hukum melaksanakan 
aturan hukum dengan hati-hati mengingat posisi pengusaha dan pekerja merupakan 
aset potensial bagi negara, sekaligus subyek pembangunan nasional yang 
berkedudukan sama dihadapan hukum.Aturan hukum sebagai pedoman tingkah laku 
wajib dipatuhi para pihak dan dengan penuh rasa tanggung-jawab.Kepatuhan bukan 
merupakan paksaan, melainkan budaya taat terhadap ketentuan hukum.
9
 
Konsep Islam mengenai kehidupan manusia didasarkan pada pendekatan 
teosentris atau pandangan yang menempatkan Allah sebagai pusat dari kehidupan 
melalui ketentuan Syari’at-nya.Syari’at merupakan tolak ukur tentang baik dan buruk 
tatanan kehidupan manusia. Dengan demikian, konsep islam tentang HAM berpijak 
pada ajaran tauhid (menyesahkan Tuhan). Sebagai sebuah konsep pembebasan 
manusia, konsep tauhid Islam mengandung ide persamaan dan persaudaraan manusia. 
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Ham yang dijamin oleh Agama Islam bagi rakyat dapat diklasifikasikan 
kedalam dua kategori : 
1) Ham dasar yang telah diletakkan oleh Islam bagi seseorang sebagai manusia. 
2) Ham yang dianugerahkan oleh Islam bagi kelompok rakyat yang berbeda dalam 
situasi tertentu, status, posisi, dan lain-lainnya yang mereka miliki. Hak-hak 
khusus bagi non muslim, kaum wanita, buruh/pekerja, anak-anak, dan lainnya 
merupakan beberapa contoh dari kategori hak-hak ini. 
Islam adalah agama universal yang mengajarkan keadilan bagi seluruh 
manusia tanpa pandang bulu.Ajaran Islam mengandung unsur-unsur keyakinan 
(akida), ritual (ibadah), dan pergaulan sosial (mu’amalat).Dimensi akidah memuat 
ajaran tentang keimanan; dimensi ibadah memuat ajaran tentang mekanisme 
pengabdian manusia terhadap Allah; sedangkan dimensi mu’amalat memuat ajaran 
tentang hubungan manusia dengan sesama manusia dan dengan alam sekitar.Seluruh 
unsur ajaran tersebut dilandasi oleh ketentuan yang disebut dengan syari’at.Dalam 
konteks syari’at inilah terdapat ajaran tentang hak asasi manusia (HAM).10 
Isi dari Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah 
mencakup segala aspek kepentingan bersama, baik itu kepentingan dari pelaku usaha 
dan pekerja dalam hubungan kerja sampai dengan kepentingan Negara. 
Pancasila merupakan ajaran yang mengandung nilai-nilai fundamental dalam 
hubungan sesama manusia dan mencerminkan asas normative sebagai dasar perekat 
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 H. Suparman Usman, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia (Tangerang: 
Gaya Media Pratama, 2008), h. 72. 
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hubungan kerja, terkhusus antara pengusaha dengan pekerja, alam, Negara dan 
Tuhannya. Mengamalkan nilai-nilai pancasila akan tercipta hubungan harmonis,  
sejahtera, terjalin keseimbangan hak dan kewajiban, khususnya hubungan kerja antara 
pengusaha dengan pekerja karena itulah perlu ditanamkan nilai kejujuran, 
transparansi, asas keseimbangan yang berkeadilan serta rasa kekeluargaan dan 
kegotong-royongan yang berkelanjutan sehingga nilai-nilai tersebut, akan hidup dan 
berkembang secara lestari. 
Begitu pula didalam hukum Islam sudah sangat jelas dan tegas menyatakan 
bahwasanya penghormatan HAM dan bersikap adil terhadap manusia tanpa pandang 
bulu adalah esensi dari ajaran islam, sebagaimana dinyatakan oleh Abu Ala’ al-
Muaddudi, HAM adalah hak kodrati yang dianugerahkan Allah SWT kepada setiap 
manusia dan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun. 
Hak–hak yang diberikan Allah itu bersifat permanen, kekal dan abadi, tidak boleh 
diubah atau dimodifikasi dan Indonesia yang pada umumnya  mayoritas muslim 
seharusnya mampu mengamalkan ajaran tersebut. 
Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis bertujuan untuk menganalisis 
perlindungan Ham ketenagakerjaan dan juga mengkaji perlindungan Ham dalam 
perspektif Hukum Islam. 
Maka dari itu sesuai dengan data dan fakta diatas maka penulis mencoba 
menganalisis dan mengkaji permasalahan tersebut dalam hukum nasional dan dalam 
hukum Islam mengenai 
10 
 
“PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP SISTEM 
KETENAGAKERJAAN DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” 
B. Rumusan dan Batasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan dan masalah adalah mencakup 
tentang bagaimanakah perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Sistem 
Ketenagakerjaan ditinjau dari Perspektif Hukum Islam 
Untuk menghindari terjadinya pembahasan yang terlalu luas maka penulis 
membatasi pembahasan ini pada : 
1. Bagaimanakah perlindungan Hak Asasi Manusia dalam  sistem 
ketenagakerjaan? 
2. Bagaimanakah pandangan Hukum Islam terhadap perlindungan Hak Asasi 
Manusia ? 
C. Pengertian judul 
Untuk memudahkan dan menghindari penafsiran dalam memahami 
pembahasan ini, maka terlebih dahulu diuraikan pengertian judul sebagai berikut: 
 Ham ialah hak-hak dasar yang dimiliki manusia yang dibawanya sejak lahir 
yang berkaitan dengan martabat dan harkatnya sebagai ciptaan Tuhan Yang 
Maha Esa yang tidak boleh dilanggar, di lenyapkan oleh siapapun juga.
11
 
 Sistem ketenagakerjaan ialah hukum yang berperan untuk mengatur keajekan 
hubungan kerja yang berlandaskan pada asas kepastian, keadilan, manfaat, 
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 Didi Nazmi, Konsepsi Negara Hukum (Padang: Angkasa Raya, 1992), h. 51.  
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keseimbangan kepentingan, musyawarah mufakat serta persamaan kedudukan 
dalam hukum.
12
 
 Perspektif hukum Islam yakni mencari dan menemukan kepastian dalam 
sebuah pandangan atau sudut pandang dalam kaitan kehidupan realitas saat 
ini, baik itu dalam hukum nasional maupun hukum Islam sekalipun dan 
hukum Islam sebagai peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah 
dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat 
dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi seluruh 
pemeluk agama Islam.
13
 
D. Kajian Pustaka 
Masalah yang akan dikaji dalam penyusunan skripsi ini yaitu bagaimana 
sistem ataupun aturan terkait tentang perlidungan hak asasi manusia terkhusus pada 
bidang tenagakerja, yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 
ketenagakerjaan dan pandangan hukum Islam tentang perlindungan Hak Asasi 
Manusia itu sendiri. Banyak literatur  yang membahas permasalahan tersebut 
terutama pada buku-buku yang membahas tentang ketenagakerjaan begitu pula 
kaitannya pada buku-buku perlindungan ham dalam perspektif hukum Islam. Agar 
pembahasan tersebut lebih fokus terhadap pokok kajian maka dilengkapi dengan 
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beberapa literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya 
adalah sebagai berikut: 
 Djumadi dalam bukunya yang berjudul Hukum Perburuhan Perjanjian kerja 
dimana dalam buku ini menjelaskan tentang perjanjian kerja antara buruh dan 
pihak lainnya yang mengikatkan dirinya untuk mempekerjakan buruh itu dengan 
membayar upah sedangkan H. Zainal Asikin dalam bukunya yang berjudul 
Dasar-Dasar Hukum Perburuhan membahas secara luas dan mendalam tentang 
perkembangan peraturan-peraturan yang memuat perlindungan terhadap buruh, 
ini menunjukan bahwa begitu pentingnya menjaga dan melindung hak-hak yang 
dimiliki oleh seseorang utamanya hak para pekerja.  
Aspek hukum ketenagakerjaan tidak dapat terlepas dari prinsip penghormatan 
atas hak asasi manusia yang dimiliki oleh tiap-tiap pekerja sebagaimana yang 
dituliskan Lalu Husni dalam bukunya yang berjudul Hukum ketenagakerjaan 
Indonesia, dimana dalam buku ini membahas tentang sejarah hubungan 
perburuhan, perjanjian kerja, perjanjian perburuhan sampai dengan peraturan 
perusahaan juga secara luas menjelaskan tentang aspek-aspek hukum 
ketenagakerjaan selanjutnya H. Suparman Usman dalam bukunya yang berjudul 
Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, menjelaskan ataupun 
membahas secara luas batasan-batasan bagi para pelaku profesi hukum dan 
dalam buku ini juga menjelaskan secara rinci tentang pandangan dan dasar 
hukum perlindungan hak asasi manusia dalam konsep syari’at hukum Islam 
13 
 
dimana perlindungan atas hak asasi itu sendiri berlaku bagi siapa saja tanpa ada 
diskriminasi didalamnya. 
Dari beberapa buku dan tulisan yang dikaji oleh penulis tidak satu pun yang 
sama persis dengan apa yang diteliti orang lain atau yang akan dilakukan untuk 
meneliti, baik judul maupun pembahasan selain itu penulis tertarik untuk mengkaji 
dan meneliti perlindungan ham ketenagakerjaan karena sudah tidak sesuai pada 
konsep realitas yang terjadi saat ini dengan penekanan aturan pada sistem 
ketenagakerjaan yang berlaku saat ini. 
E. Metodologi Penelitian 
Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf 
keilmuan. Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan 
prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga 
merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan 
suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga 
merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah 
tertentu yang memerlukan jawaban.
14
 
1. Jenis Penelitian 
 Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian 
kepustakaan yang disebut pula dengan istilah Liblary Research yang 
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menggambarkan secara sistematis, normatif, dan akurat terhadap objek yang 
menjadi pokok permasalahan. 
2. Pendekatan penelitian 
 Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan 
yang meninjau Perlindungan Hak asasi Manusia Terhadap sistem 
Ketenagakerjaan Di Tinjau Dari Perpektif Hukum Islam, pendekatan lain yang 
digunakan yaitu Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang mengkaji permasalahan 
hukum positif kemudian menyelesaikan permasalahan tersebut dalam hukum 
islam yaitu Perlindungan Hak asasi Manusia Terhadap sistem Ketenagakerjaan Di 
Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam.  
3. Sumber Data 
 Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer yang berasal 
dari literatur-literatur bacaan antara lain dari kitab-kitab, buku bacaan, naskah 
sejarah, sumber bacaan media massa maupun sumber bacaan lainnya.  Dalam 
pengumpulan dari sumber bacaan digunakan dua metode kutipan sebagai berikut: 
a. Kutipan Langsung 
Penulis langsung mengutip pendapat atau tulisan orang lain secara langsung 
sesuai dengan aslinya, tanpa sedikitpun merubah susunan redaksinya. 
Mengutip secara langsung dapat diartikan mengutip pendapat dari sumber 
aslinya (lengkapi) 
b. Kutipan tidak langsung 
15 
 
Kutipan tidak langsung merupakan kutipan tidak menurut kata kata, tetapi 
menurut pokok pikiran atau semangatnya, dan dinyatakan dalam kata-kata dan 
bahasa sendiri. Penulisan kutipan tidak langsung panjang dan pendek juga 
akan dibedakan untuk kepentingan kejelasan.
15
 
4. Tekhnik Pengolahan dan Analisis data  
a. Pengolahan Data 
Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelola data 
yang diperoleh kemudian diartikan dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan, 
rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini 
antara lain sebagai berikut : 
1) Identifikasi data adalah pengenalan dan pengelompokan data sesuai 
dengan judul skripsi yang memiliki hubungan yang relevan. Data yang 
diambil adalah data yang berhubungan dengan materi Perlindungan Hak 
Asasi Manusia Terhadap Sistem Ketenagakerjaan ditinjau dari Perspektif 
Hukum Islam. 
2) Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan 
dengan pembahasan agar pembuatan dan penulisan  skripsi menjadi efektif 
dan mudah  untuk dipahami oleh para pembaca serta tidak berputar-putar 
dalam membahas suatu masalah. 
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3) Editing data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan 
untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan 
dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini 
dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas dan faktual 
sesuai dengan literatur yang didapatkan dari sumber bacaan.  
b. Analisis Data 
Tekhnik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah 
berdasarkan data yang diperoleh.Analisis yang digunakan yaitu analisis data 
kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 
bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah milahnya menjadi 
satuan yang dapat dikelolah, mensintesiskannya, mencari dan menemukan 
pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan 
apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari 
literatur bacaan. 
F. Tujuan Dan Kegunaan penelitian  
1. Tujuan penelitian 
 Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yakni di 
klasifikasikan sebagai berikut : 
a. Untuk mengetahui pandangan hukum nasional terhadap perlindungan hak 
asasi manusia dalam sistem ketenagakerjaan. 
b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai perlindungan hak 
asasi manusia. 
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2. Kegunaan penelitian 
a. Kegunaan Teoritis 
Secara teoritis penulisan skripsi ini dapat menambah wawasan 
pengetahuan mengenai Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam sistem 
ketenagakerjaan ditinjau dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini juga 
memberi manfaat dalam menumbuhkan kesadaran generasi muda akan 
pentingnya mengetahui dan mencerna secara mendalam akan pentingnya 
menjaga nilai-nilai Hak Asasi Manusia. 
b. Kegunaan praktis 
1) Memberikan pemahaman kepada kalangan intelektual dalam dunia 
academisi dan masyarakat bahwa Hak asasi manusia dalam sistem 
ketenagakerjaan sudah sangat jelas diatur dalam Undang-Undang No. 
13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 
2) Dengan memberikan pemahaman secara mendalam, bahwa hak asasi 
manusia harus dijunjung tinggi tidak hanya dalam hukum nasional 
tetapi dalam hukum Islam sekalipun sudah sangat jelas diatur tentang 
perlindungan hak asasi manusia. 
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BAB II 
KAJIAN TEORITIS TENTANG KETENAGAKERJAAN 
A. Pengertian ketenagakerjaan. 
Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang 
ketenagakerjaan menyebutkan adalah hal yang berhubungan dengan tenaga kerja 
pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
1
 Menurut Imam Sopomo, 
perburuhan atau ketenagakerjaan adalah suatu himpunan, baik tertulis maupun tidak 
tertulis yang berkenaan dengan kejadian saat seseorang bekerja pada orang lain 
dengan menerima upah. Menurut Molenar, perburuhan atau ketenagakerjaan adalah 
bagian dari segala hal yang berlaku, yang pokoknya mengatur hubungan antara 
tenaga kerja dan pengusaha, antara tenaga kerja dan tenaga kerja.
2
 
Berdasarkan pengertian ketenagakerjaan tersebut dapat dirumuskan 
pengertian hukum ketenagakerjaan adalah semua peraturan hukum yang berkaitan 
dengan tenaga kerja baik sebelum bekerja, selama atau dalam hubungan kerja, dan 
sesudah hubungan kerja. 
                                                          
1
 Lalu Husni,  Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 2007), h. 24. 
2
 http://tesishukum.com/pengertian-ketenagakerjaan-menurut-para-ahli/, di akses pada 
tanggal 20 agustus 2016.   
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Jadi pengertian hukum ketenagakerjaan lebih luas dari hukum perburuhan 
yang selama ini kita kenal yang ruang lingkupnya hanya berkenaan dengan hubungan 
hukum antara buruh dengan majikan dalam hubungan kerja. 
Tenaga kerja adalah penduduk pada usia kerja (15 tahun ke atas) atau 15-64 
tahun, atau penduduk yang secara potensial dapat bekerja. Dengan perkataan lain 
tenaga kerja adalah jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat 
memproduksi barang atau jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika 
mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut. 
Tenaga kerja terdiri dari: 
1. Angkatan kerja (labour force) adalah penduduk yang bekerja dan yang tidak 
bekerja tetapi siap untuk mencari kerja.  
2. Bukan Angkatan Kerja adalah mereka yang masih sekola, ibu rumah tangga, 
dan para penyandang cacat serta lanjut usia.
3
 
Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang 
ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja merupakan setiap orang mampu 
melakukan pekerjaan baik di dalam  maupun di luar hubungan kerja, guna 
                                                          
3
 Sedarmayanti, Manajemen Sumber Daya Manusia (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), h. 
10.  
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menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun 
masyarakat.
4
 
Pengertian tenaga kerja menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang ini 
meliputi tenaga kerja yang bekerja di dalam maupun di luar hubungan kerja dengan 
alat produksi utamanya dalam proses produksi adalah  tenaganya sendiri, baik tenaga 
fisik maupun pikiran.
5
 
Pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 tersebut 
dipergunakan kembali dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1992 tentang jaminan 
sosial Tenaga kerja (JAMSOSTEK).
6
Karena itu perlu penyesuaian demi keseragaman 
pengertian dengan mengacu pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 sebagai 
induknya. 
Pengertian tenaga kerja menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 
ketenagakerjaan di atas sejalan dengan pengertian tenaga kerja menurut konsep 
ketenagakerjaan pada umumnya sebagaimana ditulis oleh Payaman J. Simanjuntak 
bahwa pengertian tenaga kerja atau menpower adalah mencakup penduduk yang 
                                                          
4
 Lihat undang-undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, h. 
316. 
5
 Drs. Sudarsono,  Pengantar Tata Hukum Indonesia  (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), h. 
235.    
6
 Lalu Husni, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia  (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2003), h. 17.  
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sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja dan yang melakukan pekerjaan 
lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga.
7
 
Urgensi hukum tenaga kerja di dalam konsideran UU. No. 14 Tahun 1969 
ditegaskan : 
 Bahwa tenaga kerja merupakan modal utama serta pelaksanaan dari pada 
pembangunan masyarakat pancasila. 
 Bahwa tujuan penting daripada pembangunan masyarakat tersebut adalah 
kesejahteraan rakyat termasuk tenaga kerja.  
 Bahwa tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan harus dijamin haknya, diatur 
kewajibannya dan dikembangkan daya gunanya.  
 Bahwa berhubung dengan itu perlu diadakan Undang-Undang yang memuat 
ketentuan-ketentuan pokok tentang tenaga kerja.
8
 
Ketenagakerjaan berasal dari kata “tenaga Kerja” yang artinya segala hal yang 
berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa 
kerja” (pasal 1 huruf 1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan). 
Pada prinsipnya hukum kerja adalah serangkaian peraturan yang mengatur 
segala kejadian yang berkaitan dengan bekerjanya seseorang pada orang lain dengan 
menerima upah. 
                                                          
7
 Lalu Husni, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia  (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), h. 18.  
8
 Qorashi. Baqir Sharief, Keringat Buruh (Jakarta: Al-Huda, 2007), h. 225.    
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Serangkaian peraturan yang dimaksudkan adalah sumber hukum di mana kita 
menemukan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum kerja.peraturan-
peraturan tersebut bukannya terkodifikasi dalam satu buku, seperti Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, tetapi tersebar dalam berbagai perundang-undangan. 
Dalam era tahun 2000-an ada tiga peraturan perundang-undangan yang dapat 
dikategorikan sebagai sumber hukum kerja, yaitu sebagai berikut : 
a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3889). 
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. (Lembaran 
Negara Tahun 2003 Nomor 4279). Dimana Undang-Undang Ketenagakerjaan ini 
salah satunya mencakup : 
1) Ordonasi tentang Pengerahan Orang Indonesia untuk melakukan pekerjaan di 
luar Indonesia (staatsblad) Tahun 1887 Nomor 8. 
2) Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 Peraturan Tentang Pembatasan Kerja 
Anak dan Kerja Malam bagi Wanita (staatsblad) Tahun 1925 Nomor 647. 
3) Ordonasi Tahun 1926 Peraturan mengenai Kerja Anak-anak dan Orang muda 
di Atas kapal (staatsblad) Tahun 1926 Nomor 87. 
4) Ordonasi tanggal 4 Mei 1936 tentang Ordonasi untuk Mengatur Kegiatan 
Mencari Calon Pekerja (staatsblad) Tahun 1936 Nomor 208. 
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5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 
Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912).
9
 
B. Jenis perlindungan ketenagakerjaan. 
Pekerjaan  pada  hakekatnya haruslah memanusiakan manusia. Melalui 
pekerjaan, seorang  manusia seharusnya dapat menikmati peningkatan kualitas hidup 
yang tidak melulu diukur lewat pencapaian materi. Pula tidak terbatas pada 
mensejahterakan diri sendiri namun juga keluarga yang menjadi bagian dari 
kehidupan sosial seorang individu. 
Sedemikian  penting fungsi sebuah  pekerjaan dalam kehidupan manusia 
maka negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menjamin pemenuhan 
dan  perlindungan terhadap warga negara untuk memperolehnya. 
Tidak boleh terjadi, akibat pekerjaan seorang manusia kehilangan atau 
terganggu kemanusiaannya (dehumanisasi) apalagi dijadikan sebagai komoditas 
(dijadikan objek).Mengingat  hal  tersebut  maka  ketersediaan lapangan pekerjaan 
yang layak menjadi sebuah kewajiban yang harus disediakan oleh pemerintah Negara.  
Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, di perlukan 
pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran 
                                                          
9
 Zaeni Asyhadie, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2013), h. 3.    
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sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan 
keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat manusia. 
Untuk itulah sangat diperlukan adanya perlindungan terhadap tenaga kerja 
dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan 
kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan 
kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan 
perkembangan kemajuan dunia usaha. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No. 13 Tahun 2003, yaitu pembangunan 
ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.Kemudian ketentuan pasal 3 UU No.3 Tahun 2003 
pembangunan ketenagakerjaan di selenggarakan atas keterpaduan melalui koordinasi 
fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. 
Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 4 UU No. 3 Tahun 2003 
pembangunan ketenagakerjaan bertujuan : 
 Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan 
manusiawi. 
 Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai 
dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. 
 Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. 
 Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.  
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Seperti telah disebutkan bahwa dalam konstitusi kita khusus pada pasal 27 
ayat (2) UUD 1945 telah mengatur bahwa setiap warga Negara berhak atas pekerjaan 
dan oleh karena itu, menjadi kewajiban Negara untuk memenuhi hak warga Negara 
atas pekerjaan.    
Imam soepomo membagi perlindungan pekerja ini menjadi 3 (tiga) macam 
yaitu : 
a. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan 
usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup 
memenuhi keperluan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal 
pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya. 
Perlindungan ini disebut jaminan sosial. 
b. Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha 
kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dam 
memperkembangkan prikehidupannya sebagai manusia pada umumnya, dan 
sebagai anggota keluarga atau yang biasa disebut kesehatan kerja. 
c. Perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-
usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh 
pesawat atau alat kerja lainnya atau oleh bahan yang diolah atau dikerjakan 
perusahaan atau yang bisa disebut dengan keselamatan kerja.
10
 
 
                                                          
10
 Zainal Asikin, dkk,  Dasar-Dasar Hukum Perburuhan (Jakarta: Rajawali, 2010),  h. 95.    
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Selain itu dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah 
mengatur perlindungan terhadap hak-hak pekerja antara lain : 
1. Hak atas upah yang layak. 
2. Hak perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk hak istirahat 
dan cuti. 
3. Hak atas PHK. 
4. Hak untuk mogok kerja dan sebagainya.  
Dalam pelaksanaannya negara berkewajiban untuk menyediakan lapangan 
pekerjaan, pelatihan, pedoman teknis, dan kebijakan. Hal ini agar melahirkan para 
tenaga kerja terdidik yang dapat bersaing dalam rangka memenuhi standar dan target 
dari sebuah perusahaan dalam menjalankan roda usahanya. Dengan demikian para 
buruh tersebut berhak atas upah yang layak dan mendapatkan hak-hak yang lain 
sesuai dengan aturan yang berlaku.  
Perlindungan pekerja ini mencakup : 
a. Norma keselamatan kerja yang meliputi keselatan kerja yang bertalian dengan 
mesin, pesawat, alat-alat kerja bahan dan proses pengerjaannya, keadaan tempat 
kerja dan lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan. 
b. Norma kesehatan kerja dan heigiene kesehatan perusahaan yang meliputi 
pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan pekerja, dilakukan dengan 
mengatur pemberiaan obat-obatan, perawatan tenaga kerja yang sakit. Mengatur 
persediaan tempat, cara dan syarat kerja yang memenuhi heigiene kesehatan 
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perusahaan dan kesehatan pekerja untuk mencegah penyakit, baik sebagai akibat 
bekerja atau penyakit umum serta menetapkan syarat kesehatan bagi perumahan 
pekerja 
c. Norma kerja yang meliputi perlindungan terhadap tenaga kerja yang bertalian 
dengan waktu bekerja, system pengupahan, istirahat, cuti, kerja wanita, anak, 
kesusilaan ibadah menurut agama keyakinan masing-masing yang diakui oleh 
pemerintah, kewajiban social kemasyarakatan dan sebagainya guna memelihara 
kegairahan dan moril kerja yang menjamin daya guna kerja yang tinggi serta 
menjaga perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral. 
d. Kepada tenaga kerja yang mendapat kecelakaan dan menderita penyakit kuman 
akibat pekerjaan, barhak atas ganti rugi perawatan dan rehabilitasi akibat 
kecelakaan dan atau penyakit akibat pekerjaan, ahli warisnya berhak mendapat 
ganti rugi.
11
 
Kesehatan kerja termasuk jenis perlindungan sosial karena ketentuan-
ketentuan mengenai kesehatan kerja ini berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, 
yaitu aturan-aturan yang bermaksud mengadakan pembatasan-pembatasan terhadap 
kekuasaan pengusaha untuk memperlakukan pekerja/buruh semaunya tanpa 
memerhatikan norma-norma yang berlaku, dengan tidak memandang 
pekerja/buruhnya sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai hak asasi. 
                                                          
11
 Zainal Asikin, dkk,  Dasar-Dasar Hukum Perburuhan (Jakarta: Rajawali, 2010), h. 97.   
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Karena sifatnya yang hendak mengadakan pembatasan, ketentuan-ketentuan 
perlindungan sosial dalam UU No. 13 Tahun 2003, bab X Pasal 68 dan seterusnya itu 
bersifat memaksa bukan mengatur. Sifat memaksanya itu dapat dilihat dari adanya 
kata-kata dilarang, tidak boleh, harus atau wajib yang selalu ada dan tertulis menonjol 
dalam UU No. 13 Tahun 2003. Akibatnya adanya sifat memaksa dalam ketentuan 
perlindungan sosial UU No. 13 Tahun 2003 ini, pembentuk Undang-Undang 
memandang perlu untuk menjelaskan bahwa ketentuan yang berkaitan dengan 
perlindungan sosial ini merupakan hukum umum dengan sanksi pidana. Hal ini 
disebabkan beberapa alasan yaitu : 
1. Aturan-aturan yang termuat di dalamnya bukan bermaksud melindungi 
kepentingan seorang saja, melainkan bersifat aturan masyarakat. 
2. Pekerja/buruh Indonesia umumnya belum mempunyai pengertian atau 
kemampuan untuk melindungi hak-haknya sendiri.      
Jadi, kesehatan kerja bermaksud melindungi atau menjaga pekerja/buruh 
dari kejadian atau keadaan hubungan kerja yang merugikan kesehatan dan 
kesusilaannya dalam hal pekerja/buruh melakukan pekerjaannya.
12
 
Undang-Undang No. 13 tahun 2003 mengatur tentang norma mulai Pasal 68, 
yang mana pasal ini melarang keras pengusaha mempekerjakan anak. Anak dianggap 
bekerja bilamana berada ditempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. 
                                                          
12
 Zaeni Asyhadie, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2013), h. 85.  
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Dasar dikeluarkannya pasal 68 UU No. 13 Tahun 2003 tentunya dapat 
dimengerti, terlebih jika dikaitkan dengan ketentuan wajib belajar yang telah 
dicanankan oleh pemerintah. Ketentuan wajib belajar pertama kali dikeluarkan tahun 
1950 berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 yang menetapkan, bahwa semua anak 
yang sudah berusia enam tahun berhak dan yang sudah berusia delapan tahun wajib 
belajar disekolah sedikit-sedikitnya enam tahun lamanya.  
Dengan demikian, maka anak-anak yang berusia empat belas tahun kebawah 
tentunya sedang giat-giatnya belajar, bukan bekerja.Tugas para orang tuanyalah yang 
harus bekerja mencarikan biaya hidup demi kelancaran pendidikan, kesehatan, dan 
kesejahteraan anak-anak. 
Namun kenyataannya sampai sekarang banyak anak-anak yang terpaksa ikut 
serta membanting tulang, bekerja untuk membantu orang tuanya, meskipun cuma 
sekedar sebagai peladen pada tukang bangunan atau pelayan toko, dan lain-
lain.Mereka terpaksa harus meninggalkan bangku sekolahnya, demi meringankan 
beban ekonomi yang menghimpit keluarga karena tidak bisa ditanggung oleh orang 
tua mereka sendiri.Kenyataan ini menunjukan bahwa perekonomian negara kita 
memang belum memungkinkan untuk membebaskan anak - anak dari pekerjaan. 
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 lebih lanjut mengatur tentang 
pekerjaan anak ini sebagai berikut : 
a. Bagi anak yang berumur antara tiga belas sampai dengan lima belas tahun 
diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu 
perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. 
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1) Izin tertulis dari orang tua atau wali; 
2) Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali; 
3) Waktu kerja maksimum tiga jam; 
4) Dilakukan pada siang hari dan tidak menggangu waktu sekolah; 
5) Keselamatan dan kesehatan kerja; 
6) Adanya hubungan kerja yang jelas; dan  
7) Menerima upah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. (pasal 69 
ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003).  
b. Anak dapat melakukan pekerja di tempat kerja yang merupakan bagian dari 
kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. 
Pekerjaan tersebut dapat dilakukan dengan syarat :  
1) Diberi petunjuk yang jelas tentang cara peksanaan pekerjaan serta bimbingan 
dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan  
2) Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.  
c. Anak dapat juga melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat 
nya. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi anak agar pengembangan bakat dan 
minat anak yang pada umumnya muncul pada usianya tersebut tidak terhambat. 
Untuk itu, pengusaha yang mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang berkaitan 
dengan perkembangan minat dan bakat ini, diwajibkan untuk memenuhi 
persyaratan : 
1) Di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali; 
2) Waktu kerja paling lama tiga jam sehari; dan  
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3) Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, 
sosial, dan waktu sekolah.
13
 
Berkaitan dengan larangan untuk mempekerjakan anak, UU No. 13 Tahun 
2003 lebih menekankan lagi, “siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan 
anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk”. (pasal 74 ayat1). Pekerjaan-pekerjaan 
terburuk yang dimaksud adalah : 
a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan dan sejenisnya; 
b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak 
untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian; 
c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk 
produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif 
lainnya; dan/ atau 
d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.  
Di samping itu, UU No. 13 Tahun 2003 untuk hal yang berkaitan dengan 
pekerjaan anak ini menentukan dalam pasal 75, bahwa “pemerintah berkewajiban 
melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja.Anak 
yang bekerja di luar hubungan kerja misalnya anka penyemir sepatu atau anak 
penjual Koran dan sebagianya”. 
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 Zaeni Asyhadie, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2013), h.  91-92. 
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Mempekerjakan perempuan di perusahaan tidaklah semudah yang 
dibayangkan. Masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan, mengingat bahwa : 
Para wanita pada umumnya bertenaga lemah, halus tapi tekun. 
a. Norma-norma susila harus diutamakan, agar tenaga kerja wanita tidak 
terpengaruh oleh perbuatan  negatif dari tenaga kerja lawan jenisnya, terutama 
jika dipekerjakan pada malam hari. 
b. Para tenaga kerja wanita itu umumnya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang 
halus sesuai dengan kehalusan sifat dan tenaganya. 
c. Para tenaga kerja itu ada yang masih gadis, ada pula yang sudah bersuami atau 
berkeluarga yang dengan sendirinya mempunyai beban-beban rumah tangga yang 
harus dilaksanakan pula.  
 Seluas-luasnya emansipasi yang dituntut oleh kaum perempuan (agar dia 
mempunyai kedudukan yang sama dengan pria), namun secara kodrati dia adalah 
tetap perempuan yang mempunyai kelemahan-kelemahan yang harus dipikirkan. 
Maka Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, mulai pasal 76 menentukan 
norma kerja perempuan sebagai berikut : 
a. Pekerja/buruh wanita yang berumur kurang dari delapan belas tahun dilarang 
dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00. hal ini berarti bahwa 
pengusaha yang harus bertanggung jawab atas ketentuan dilarang mempekerjakan 
perempuan yang berumur kurang dari delapan belas tahun , dilarang dipekerjakan 
antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00 tersebut. 
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b. Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang 
menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan 
kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan 
07.00. 
c. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara 23.00 sampai 
dengan 07.00 wajib : 
1) Memberikan makanan dan minuman bergizi; dan  
2) Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.  
d. Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja atau buruh 
perempuan yang berangkat dan bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan 05.00. 
Perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri juga di 
atur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, yakni Undang-Undang No.39 Tahun 
2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri menentukan ada tiga 
jenis perlindungan TKI, yaitu :  
1. Perlindungan TKI prapenempatan. 
2. Perlindungan TKI selama penempatan. 
3. Perlindungan TKI purna penempatan.14 
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 Zaeni Asyhadie, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2013), h. 246.   
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C. Jenis-jenis jaminan sosial ketenagakerjaan. 
Dalam hidupnya, manusia menghadapi ketidakpastian, baik itu ketidakpastian 
yang sifatnya spekulasi maupun ketidakpastian murni yang selalu menimbulkan 
kerugian.Ketidakpastian murni inilah yang seringkali disebut dengan resiko.Resiko 
terdapat dalam berbagai bidang, dan bisa digolongkan dalam dua kelompok utama, 
yaitu resiko fundamental dan resiko khusus.Resiko fundamental ini sifatnya kolektif 
dan dirasakan oleh seluruh masyarakat, seperti resiko politis, ekonomis, sosial, 
hankam dan internasional.Sedangkan resiko khusus, sifatnya lebih individual karena 
dirasakan oleh perorangan, seperti resiko terhadap harta benda, terhadap diri pribadi 
dan terhadap kegagalan usaha. 
Tenaga kerja merupakan modal utama serta pelaksanaan dari pembangunan 
masyarakat pancasila.Tujuan terpenting dari pembangunan masyarakat tersebut 
adalah kesejahteraan rakyat termasuk tenaga kerja.Tenaga kerja sebagai pelaksana 
pembangunan harus di jamin haknya, diatur kewajibannya dan dikembangkan daya 
gunanya. 
Bentuk perlindungan tenaga kerja di Indonesia yang wajib di laksanakan oleh 
setiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja pada 
perusahaan tersebut harus sangat diperhatikan, yaitu mengenai pemeliharaan dan 
peningkatan kesejahteraan di maksud diselenggarakan dalam bentuk jaminan sosial 
tenaga kerja yang bersifat umum untuk dilaksanakan atau bersifat dasar, dengan 
berasaskan usaha bersama, kekeluargaan dan kegotong royongan sebagai mana yang 
tercantum dalam jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 
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Jaminan sosial terhadap tenaga kerja mempunyai peranan dan arti yang 
penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional pada umumnya dan dalam 
peningkatan produksi dan produktivitas khususnya,sehingga perlu diberikan 
perlindungan, pemeliharaan, dan perawatan dengan cara menyelenggarakan jaminan 
sosial, baik bagi tenaga kerja maupun keluarganya. 
Sesungguhnya puncak dari jaminan sosial adalah tanggung jawab negara 
dalam hal menjamin sarana-sarana kehidupan  dan peristirahatan bagi warga 
negaranya serta menciptakan cara-cara untuk melindungi mereka yang 
memerlukannya, seraya menyediakan bantuan bagi mereka seumur hidup saat mereka 
mengalami ketidakmampuan permanen. Makna yang sama juga terdapat pada materi 
ke-25 dari deklarasi hak-hak asasi manusia yang dikeluarkan Majelis Umum 
Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berbunyi, 
“Setiap individu memiliki hak dalam hal standar penghidupan yang layak dan 
memadai guna menjamin kesehatan, kebahagiaan dan keluarganya, khususnya berupa 
makanan, pakaian, tempat tinggal, serta layanan medis dan sosial yang bersifat 
mendesak. Setiap individu juga memiliki hak berupa jaminan atau pertanggungan 
dalam kondisi-kondisi tidak memiliki pekerjaan, sakit, lemah fisik, 
menduda/menjanda, usia renta, dan tidak memiliki sarana-sarana kehidupan lainnya 
akibat hal-hal yang berada diluar kemampuannya; sebagaimana kaum ibu dan anak 
berhak mendapatkan pertolongan dan bantuan wajib.
15
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 Baqir Sharief Qorashi, Keringat Buruh (Jakarta: Al-Huda, 2007), h. 252-253. 
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Jaminan sosial tenaga kerja yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 3 
Tahun 1992 adalah : 
Merupakan hak setiap tenaga kerja yang sekaligus merupakan kewajiban dari 
majikan.Pada hakikatnya program jaminan sosial tenaga kerja dimaksud untuk 
memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga yang 
sebagian yang hilang. 
Disamping itu program jaminan sosial tenaga kerja mempunyai beberapa 
aspek antara lain :  
Indonesia, (Undang-undang jaminan sosial tenaga kerja Nomor 3 Tahun 
1992.) 
“Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi 
tenaga kerja beserta keluarganya” 
Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja mendidik kemandirian pekerja 
sehingga pekerja tidak harus meminta belas kasihan orang lain jika dalam hubungan 
kerja terjadi resiko – resiko seperti kecelakaan kerja, sakit, hari tua dan lainnya. 
Adapun jenis-jenis jaminan sosial tenaga kerja antara lain yakni : 
 Jaminan Kecelakaan Kerja 
Kecelakaan Kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan resiko yang 
dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan.Untuk menanggulangi 
hilangnya sebagian atau seluruh penghasilannya yang diakibatkan oleh kematian 
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atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka perlu adanya 
jaminan kecelakaan kerja. 
 Jaminan Kematian 
Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja akan 
mengakibatkan terputusnya penghasilan, dan sangat berpengaruh pada kehidupan 
sosial ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu, diperlukan 
jaminan kematian dalam upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk 
biaya pemakaman maupun santunan berupa uang. 
 Jaminan Hari Tua 
Hari tua dapat mengkibatkan terputusnya upah karena tidak lagi mapu 
bekerja.Akibat terputusnya upah tersebut dapat menimbulkan kerisauan bagi 
tenaga kerja dan mempengaruhi ketenaga kerjaan sewaktu masih bekerja, teruma 
bagi mereka yang penghasilannya rendah. Jaminan hari tua memberikan kepastian 
penerimaan yang dibayarkan sekaligus dan atau berkala pada saat tenaga kerja 
mencapai usia 55 ( lima puluh lima ) tahun atau memenuhi persyaratan tersebut. 
 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 
Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan unutk meningkatkan produktivitas 
tenaga kerja sehingga dapat melaksankan rugas sebaik-baiknya dan merupakan 
upaya kesehatan dibidang penyembuhan (kuratif).
16
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 Zaeni Asyhadie, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2013), h. 123.   
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Ketetapan hak asasi manusia dalam bidang sosial dan ekonomi ini merupakan 
perkembangan yang positif dalam dunia hak asasi manusia, dan hak asasi ini 
mempunyai watak yang positif, sehingga wajib bagi Negara untuk menghormati hak 
asasi manusia dan kebebasannya tersebut.Hal ini merupakan kewajiban sosial dan 
ekonomi. 
Hak asasi ini memancar dari ikatan solidaritas dan jaminan sosial yang terjalin 
antara individu.Negara bertanggungjawab atas pengkonsolidasian ikatan tersebut, 
mendukungnya dengan berbagai sarana jaminan, asuransi, dan promosi yang 
bermacam-macam yang dipersembahkan kepada setiap individu masyarakat, seperti 
jaminan negara terhadap perlindungan wanita tua dan anak-anak, perhatian kepada 
para remaja dan pemuda.Jaminan negara terhadap penyelarasan antara tugas-tugas 
istri dalam keluarga dengan tugas-tugasnya dalam masyarakat. 
Bekerja adalah hak, kewajiban dan kehormatan, maka wajib bagi negara 
untuk menjaminnya.Wajib juga bagi negara menjamin pelayanan budaya, sosial dan 
kesehatan, seperti asuransi kesehatan dan sosial, memberi santunan kepada rakyat 
yang tidak mampu bekerja, para pengangguran, dan orang-orang jompo, 
semuanya.Serta memberikan kesempatan kerja bagi para veteran perang dan para 
bekas tawanan. 
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Perjanjian internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya berisi 
sebagai berikut : 
1. Semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Konskuensi 
dari hak ini adalah ia bebas dalam menentukan pilihan dan posisi politiknya, dan 
bebas menjamin pertumbuhan ekonomi, sosial dan budayanya. 
2. Semua rakyat boleh mewujudkan cita-citanya, dan bebas mengelola kekayaan dan 
sumber daya alamnya, tanpa gangguan dari tuntutan yang muncul dari kebutuhan 
kerja sama ekonomi internasional yang berdasarkan kepada konsep saling 
menguntungkan dan dari undang-undang internasional. Dan sama sekali tidak 
boleh menghalangi rakyat manapun dari mata pencahariannya sendiri.
17
 
Adapun kebebasan sosial meliputi hak-hak individu dalam konteks Negara 
yang dimaksud adalah jaminan kehidupan bagi individu dalam hidupnya dan 
pemenuhan sarana perlindungan kesehatan dan sosial. Kebebasan sosial ini terdiri 
dari tiga macam, yaitu : 
1. Kebebasan pengajaran, pendidikan dan belajar 
2. Hak perlindungan kesehatan dan sosial 
3. Hak bekerja dan berkreasi. 
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 Wahbah Az-zuhaili, Kebebasan Dalam Islam (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 185-
186. 
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Pada kenyataannya, bekerja adalah sarana terpenting hidup dan aktifitas kehidupan 
sosial. Ia adalah unsur produksi terpenting selain modal dan sumber daya alam. Islam 
menganjurkan bekerja dalam teks-teksnya dan Tuhan pun memerintahkannya dalam 
hal ini dijelaskan pada QS At-Taubah:105 
           
         
Terjemahan: 
105.  Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-
orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada 
(Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya 
kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.18 
 
 Di antaranya juga hadits-hadits Nabi seperti, ”kalian berikanlah upah buruh 
sebelum kering keringatnya.” 
 Buruh mempunyai arti penting dan andil besar dalam revolusi industri di 
Eropa. Buruh menjadi sebuah kekuatan besar dan ia berperan aktif dalam  bidang 
ekonomi dan  politik. Mereka mendirikan serikat sebagai wadah memperjuangkan 
hak-hak mereka dan mendirikan lembaga-lembaga sosial dan partai politik baru 
dengan nama “partai buruh” kemudian berdirilah aliran Marxisme yang mengusung 
jargon perlindungan golongan buruh. Lalu tumbuhlah kelas proletar industri, yaitu 
parah buruh upahan yang miskin, dalam medan industri yang besar pada masa Marx 
pada abad ke- XIX. Dan inilah yang menarik perhatian, seperti permasalahan 
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 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 204.  
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pembedaan antara kebebasan formal atau resmi dengan kebebasan sejati atau realistis. 
Kekuasaan akhirnya berada di tangan kelas buruh dan dialah pemegang 
keputusan.Sehingga mampu mendirikan sistem Sosialis-Marxis, dan inilah yang 
dikenal dengan “Diktator Proletar”. 
Kebebasan bekerja diakui pada awal-awal sejahtera modern.Dan bersamaan 
dengan itu, secara bertahap diakui juga beberapa tindakan/langkah untuk melindungi 
hak-hak bekerja dan buruh. 
Kebebasan bekerja meliputi; hak individu untuk bekerja atau menolaknya; 
memilih pekerjaan dan macamnya; menekuni bidang perdagangan, pertanian, 
keahlian khusus, industri, dan pekerjaan-pekerjaan lain; berpartisipasi dalam 
tindakan-tindakan dan langkah-langkah yang sesuai prosedur untuk menuntut 
kebebasan ini. Akan tetapi, dalam undang-undang konvensional, kebebasan bekerja 
ini dibatasi dengan tiga batasan demi untuk melindungi kepentingan umum yaitu : 
1. Dilarang mendirikan pabrik yang mengganggu, membahayakan, dan merusak 
lingkungan umum dan kesehatan di tempat-tempat tertentu. 
2. Bagi orang-orang yang mendirikan tempat usaha atau pabrik harus memenuhi 
syarat-syarat tertentu dan harus mendapatkan izin dari departemen  perindustrian.  
3. Undang-undang perdagangan menyeleksi syarat-syarat pembentukan perusahaan 
dan mengumumkannya, begitu juga pembentukan koperasi dan serikat. Sehingga 
pengusaha wajib melindungi buruhnya dari pemecatan, kemiskinan, dan sakit, 
berdasarkan kepada konsep jaminan Undang-Undang buruh se-dunia dan apa 
yang diputuskan dalam deklarasi-deklarasi serta piagam-piagam internasional, di 
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antaranya adalah Deklarasi Hak Asasi Manusia se-dunia (pasal 23) dan perjanjian 
Internasional tentang hak-hak sipil dan politik (pasal 22) serta perjanjian 
Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (pasal 6-9). 
Negara Islam menetapkan sistem asuransi dari baitul mal untuk mengentaskan 
kemiskinan, memberantas penyakit dan pengangguran dan menyantuni orang-orang 
jompo. Negara juga memberikan bantuan secukupnya bagi para balita yang ditinggal 
mati ibunya, atau yang sedang sakit, atau yang susu ibunya kerang sehat, atau yang 
tidak memiliki susu, harta, dan penopang keluarga yang mencarikan kebutuhannya. 
Adapun hak-hak ekonomi yaitu terpenuhinya kehidupan manusia yang 
sejahtera dan terhormat dalam masyarakatnya, dan terpenuhinya sarana-sarana 
kehidupan. 
Dan ujuannya yakni perbaikan keadilan sosial semaksimal mungkin, 
perbaikan kondisi bekerja dan buruh, dan membentengi sistem demokrasi dari kudeta 
dan pemikiran yang konservatif. 
Contohnya; Hak-hak berserikat, hak berperan dalam proyek-proyek ekonomi 
dan perdagangan, hak kepemilikan dan hak berinvestasi yaitu hak-hak modern seperti 
hak-hak sosial.Dan yang termasuk didalamnya adalah hak kepemilikan (pribadi dan 
kolektif). 
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Hak kepemilikan atau kebebasan memilki; kebebasan ini adalah salah satu 
kebebasan ekonomi yang paling menonjol.Tapi kebebasan ini dibatasi dengan batasan 
tertentu demi kebaikan masyarakat.
19
 
 Secara definitif pengertian jaminan sosial secara luas dapat dijumpai dalam 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok 
kesejahteraan sosial, pasal 2 ayat (4) sebagai berikut : 
“jaminan sosial sebagai perwujudan sekritas sosial adalah seluruh sistem 
perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi warga negara yang 
diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat guna memelihara taraf 
kesejahteraan sosial”. 
UU No 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, dalam Pasal 1 
Angka 1 menyatakan.Bahwa jaminan sosial adalah suatu bentuk perlindungan sosial 
untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang 
layak.
20
 
Dan dalam pedoman pelaksanaan hubungan Industrial Pancasila (HIP), 
dirumuskan pengertian jaminan sosial secara luas yakni “jaminan sosial adalah 
jaminan kemungkinan hilangnya pendapatan pekerja sebagian atau seluruhnya atau 
bertambahnya pengeluaran karena resiko sakit, kecelakaan, hari tua, meninggal dunia 
atau resiko sosial lainnya”. 
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 Wahbah Az-zuhaili, Kebebasan Dalam Islam (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 197-
199.  
20
 Zaeni Asyhadie, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2013), h. 119.  
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Selanjutnya dalam Pasal 1 Ke-1 UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan 
Sosial Tenaga Kerja, pengertian jaminan sosial tenaga kerja dirumuskan sebagai 
berikut: “jaminan sosial tenaga kerjam, adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja 
dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan 
yang hilang atau berkurang dalam pelayanan sebagai akibat peristiwa yang dialami 
oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, bersalin, hari tua, dan meninggal 
dunia”. 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja, sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 
1992, mengatur empat program pokok yang harus dilaksanakan oleh Badan 
Penyelenggara PT (Persero) Jamsostek, dan kepada perusahaan yang mempekerjakan 
paling sedikit sepuluh orang pekerja atau membayar upah paling sedikit Rp 
1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebulan wajib mengikutsertakan pekerja/buruhnya 
kedalam program Jamsostek.
21
 
Program jaminan sosial bagi tenaga kerja yang bekerja diluar hubungan kerja 
juga dapat kita jumpai dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 
PER-24//VI/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja Bagi Tenaga kerja yang melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja 
dinyatakan bahwa tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja 
adalah tenaga kerja yang melakukan kegiatan ekonomi tanpa di bantu orang lain 
(berusaha sendiri tanpa pekerja/buruh).   
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 Zaeni Asyhadie, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2013), h. 121.   
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BAB III 
TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASASI MANUSIA DALAM 
HUKUM NASIONAL & HUKUM ISLAM 
A. Pengertian Hak Asasi Manusia 
HAM adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia dan tanpa hak-hak itu, 
manusia tidak dapat hidup layaknya sebagai manusia.Hak tersebut diperoleh bersama 
dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Ham 
bersifat umum karena diyakini bahwa beberapa hak dimiliki tanpa perbedaan atas 
bangsa, ras, atau jenis kelamin. Ham juga bersifat supralegal, artinya tidak tergantung 
pada adanya pada suatu negara atau Undang-Undang Dasar, kekuasaan pemerintah, 
bahkan memiliki kewenangan lebih tinggi karena berasal dari sumber yang lebih 
tinggi yakni Tuhan.
1
 
Hak asasi manusia pada dasarnya bersifat umum atau universal karena 
diyakini bahwa beberapa hak yang dimiliki manusia tidak memiliki perbedaan atas 
bangsa, ras, atau jenis kelamin. Dasar hak asasi manusia adalah manusia berada 
dalam kedudukan yang sejajar dan memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai 
macam aspek untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. 
                                                          
1
 Heri Herdiawanto, Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara  (Jakarta: PT. Gelora Aksara 
Pratama, 2010), h. 64.  
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Salah satu Hak Asasi Manusia yang sifatnya universal penting untuk 
dilindungi adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam bentuk penganiayaan, 
penyiksaan dan penahanan secara sewenang-wenangan.
2
 
Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia semenjak 
lahir sebagai anugerah Tuhan Yang maha Esa, maka perlu dipahami bahwa hak asasi 
manusia tersebut tidaklah bersumber dari Negara dan hukum, tetapi semata-mata 
bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, sehingga hak 
asasi manusia itu tidak bisa dikurangi (non derogable righ). Oleh karena itu, yang 
diperlukan oleh negara dan hukum adalah suatu pengakuan dan jaminan perlindungan 
terhadap hak asasi manusia tersebut.
3
 
Dalam sejarah umat manusia, telah tercatat banyak kejadian ketika seseorang 
atau segolongan manusia mengadakan perlawanan terhadap penguasa dan golongan 
lain untuk memperjuangkan apa yang dianggap haknya dan dalam proses itu telah 
lahir beberapa hak berupa ketentuan yang mendasari kehidupan manusia karena 
bersifat universal dan asasi. 
Sejalan dengan amanat Konstitusi, Indonesia berpandangan bahwa pemajuan 
dan perlindungan HAM harus didasarkan pada prinsip bahwa hak-hak sipil, politik, 
                                                          
2
 Jumadi,  Refleksi Hak Asasi Manusia di Indonesia (Makassar: Alauddin University press, 
2012), h. 54. 
3
 Rozali Abdullah,  PerkembanganHam dan Keberadaan Peradilan Ham di Indonesia 
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 10. 
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ekonomi, sosial budaya dan hak pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak 
dapat dipisahkan, baik dalam penerapan, pemantauan, maupun pelaksanaannya.
4
 
Upaya pemajuan dan perlindungan HAM harus dilakukan melalui suatu 
konsep kerja sama Internasional yang berdasarkan pada prinsip saling menghormati, 
kesederajatan, dan hubungan antar negara. 
Perjuangan untuk memperoleh pengakuan dan jaminan terhadap hak asasi 
manusia, sepanjang sejarah umat manusia selalu mengalami pasang surut.Puncak 
perjuangan untuk memperoleh pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak 
asasi manusia, ditandai dengan lahirnya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang 
Hak Asasi Manusia yang dikenal dengan Universal Declaration of Human Right. 
Hakekat Ham merupakan upaya menjaga keselamatan eksis tensi manusia 
secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan 
kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan 
umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM, 
menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antar individu, pemerintah (aparatur 
pemerintahan baik sipil maupun militer dan Negara).
5
 
Hak-hak asasi manusia memiliki nilai pokok yang dihormati oleh banyak 
negara, berusaha dengan kesungguhan untuk menjaganya dan meninggalkan dari 
                                                          
4
 Heri Herdiawanto, Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara  (Jakarta: PT. Gelora Aksara 
Pratama, 2010), h. 69. 
5
 Azyumardi Azra,  Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani (Jakarta: Prenada 
Media, 2003), h. 200. 
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semua bentuk usaha yang dapat mengabaikan kebebasan.Kebebasanlan yang menjadi 
tolak ukur kemajuan peradaban dan bernilai tinggi. Sebaliknya, penyia-nyiaan 
terhadap suatu apa saja yang ada kaitannya dengan hak-hak asasi manusia, suatu 
negara atau umat dapat terbilang mengalami keterbelakangan. 
Kebebasan adalah sebuah pemikiran pokok pertama dalam advertensi ini, 
dimana titik fokusnya bahwa secara alami manusia dilahirkan dalam keadaan 
merdeka. 
Realitasnya, kebebasan diantara hak-hak asasi manusia adalah lambang, 
keinginan dan ambisi, tetapi setelah hak hidup dan berdirinya hak ini pada dasarnya 
penghormatan manusia, maka hak-hak asasi manusia bergantung pada diri manusia, 
hartanya, hak-hak material dan spiritual.Dan kesemuanya itu secara global berputar 
seputar kehormatan manusia yang sangat diperhatikan dalam hak persamaan dan 
kebebasan.
6
 
Kedua hak tersebut bersifat alami, sebab keduanya melekat erat pada watak 
manusia, maksudnya bahwa manusia adalah cabang dari hak hidup; hak dalam 
pemeliharaan kehormatan manusia.Kehidupan adalah perasaan yang bersifat materi 
dengan karakter manusia.Kehormatan adalah persepsi spiritual, maka dari itu 
keduanya merupakan saudara sekandung yang melekat dalam kacamata syariat Islam. 
                                                          
6
 Wahbah Az-zuhaili, Kebebasan Dalam Islam (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005),  h. 6.    
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  Istilah kebebasan menurut definisi agama adalah buah, terjemah sampel dan 
praktik bagi agama yang mendengungkan pembebasan manusia dari semua warna 
ikatan dan kehambaan pada selain Allah Sang Pencipta, yang mengadakan wujud 
manusia atas dasar kemuliaan manusia. 
B. Hak Asasi Manusia dalam hukum nasional 
 Hak asasi manusia mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia karena 
persoalannya berkaitan langsung dengan hak dasar yang dimiliki manusia yang 
berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, dalam hal hak asasi mereka berbeda-
beda.Martabat manusia, sebagai substansi sentral hak-hak asasi manusia didalamnya 
mengandung aspek bahwa manusia memiliki hubungan secara eksistensial dengan 
Tuhannya.
7
 
Masalah hak asasi manusia hingga kini kian marak diperbincangkan, bahkan 
telah menjadi semacam desakan kuat bagi pendasarannya dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara.Hal itu dimaksudkan sebagai proteksi bagi masyarakat sehingga 
kekuasaan tidak diperalat untuk bertindak sewenang-wenang, tidak berarti di atas 
kebenaran sendiri dan Negara tidak dijadikan sebagai organisasi kekuasaan yang bisa 
memiliki kepentingan sendiri yang mengabaikan kepentingan masyarakat. 
 Wacana tentang Hak Asasi Manusia sesungguhnya telah menjadi perhatian 
dan perjuangan umat manusia bersamaan dengan perkembangan peradaban dunia 
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 Al-Hakim, S, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan: Dalam Konteks Indonesia (Malang: 
Universitas Negeri Malang, 2012), h. 60.   
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demi tercapainya kemuliaan kehidupan manusia.Hal ini menunjukan munculnya 
kesadaran baru bagi manusia bahwa dirinya memiliki kehormatan yang harus 
dipelihara dan sebagai bagian penting dalam bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara.
8
 
 Bagi Indonesia sebelum Deklarasi Universal HAM 1948 diterima oleh majelis 
umum PBB, masalah HAM bukan hal baru.Dasarnya bangsa Indonesia telah 
mengenal dan memahami HAM bahkan sebelum Indonesia merdeka.Hal tersebut 
dapat ditelusuri lewat sejarah perjalanan panjang perjuangan bangsa Indonesia 
menuju kemerdekaan yang sejati.Misalnya, organisasi Boedi Oetomo yang 
memperjuangkan hak-hak kebebasan berserikat bdan berpendapat, perhimpunan 
Indonesia yang menitik-beratkan perjuangannya pada hak menetukan nasib diri 
sendiri (the right of self-determination), dan begitu juga organisasi-organisasi yang 
lainnya.
9
 
 Sepanjang perjalanan politik Indonesia, penghormatan dan perlindungan atas 
HAM telah mengalami pasang surut, bahkan seringkali berjalan terseok-seok dan 
tidak konsisten.Dengan dalil demi „‟pembangunan ekonomi‟‟ yang telah 
dicanangkan, HAM kerap kali dilanggar dan tidak lagi berjalan secara sungguh-
sungguh. Karena menimnya perhatian Indonesia terhadap prinsip-prinsip HAM dan 
juga ditambah dengan adanya sikap inkonsistensi pemerintah dalam masalah HAM 
                                                          
8
 Majda El-Muhtaj, Hak Asasi Mnusia dalam Konstitusi Indonesia : Dari UUD 1945 sampai 
dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002 (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 7.  
9
 Bagir Manan, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia 
(Cet, 1; Bandung : PT. Alumni, 2001), h. 11.  
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tersebut, dalam perjalanannya mengakibatkan tidak dihargainya hak-hak asasi 
individu-individu dalam masyarakat sebagai manusia yang memiliki harkat dan 
martabat yang luhur (human dignity) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal 
tersebut kemudian memunculkan teriakan perubahan secara mendasar dalam Negara 
Indonesia guna memenuhi tuntutan demokarasi dan concerned pada perlindungan 
HAM yang merupakan bagian dari global consciousness.
10
 
 Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM 
disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada 
hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan 
merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh 
Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan 
harkat dan martabat manusia. 
Dalam Undang-Undang ini, peraturan mengenai hak asasi manusia ditentukan 
dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM), Perserikatan 
Bangsa-Bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak-hak anak, 
dan berbagai instrument internasional lain yang mengatur mengenai Hak Asasi 
Manusia (HAM).Materi Undang-Undang ini disesuaikan juga dengan kebetuhan 
hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar 1945. 
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 Moh. Mahfud MD,  Hukum dan Pilar-Pilar Demokarasi, (Cet, 1; Yogyakarta: Gama 
Media, 1999), h. 114. 
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 Undang-Undang ini secara rinci mengatur mengenai hak untuk hidup dan hak 
untuk tidak dihilangkan paksa dan atau tidak dihilangkan nyawa, hak memperoleh 
keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak 
turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, dan hak atas kebebasan 
baragama. Selain mengatur ham diatur pula mengenai kewajiban dasar, serta tugas 
dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). 
1) Asas-Asas perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 
39 Tahun 1999. 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sering disebut sebagai angin 
sebagai jaminan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, meskipun pada 
waktu itu Undang-Undang Dasar 1945 masih dianggap cukup memberikan 
jaminan perlindungan hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
ini memberi pengaturan yang lebih rinci tentang pemajuan dan perlindungan hak 
asasi manusia.Dengan dilandasi asas-asas hak asasi manusia yang universal 
seperti tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Undang-Undang 
ini memberikan jaminan perlindungan dan pelaksanaan hak asasi manusia bagi 
setiap warga Negara. Asas-asas tersebut diantaranya : 
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a. Menegaskan komitmen bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi Hak Asasi 
Manusia dan kebebasan manusia.
11
 
Dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung 
tinggi hak asasi manusia dan kewajiban manusia sebagai hak kodrati yang 
melekat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia.Hak ini harus dilindungi, 
dihormati dan ditingkatkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, 
kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan.Untuk itu negara 
disebut sebagai unsur utama dalam pemajuan dan perlindungan Hak Asasi 
Manusia. 
b. Menegaskan prinsip non diskriminasi.12 
Setiap orang dilahirkan dengan harkat dan martabat yang sama dan 
sederajat, sehingga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan 
yang sama dihadapan hukum.  
c. Jaminan perlindungan atas hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi 
apapun.
13
 
 
                                                          
11
 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia, bab II, pasal 2.    
12
 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia, bab II, pasal 3. 
13
 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia, bab II, pasal 4.   
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Hak yang termasuk dalam kategori ini adalah hak untuk hidup, hak untuk 
tidak disiksa, hak atas kebebasan pribadi, pikiran dan  hati nurani, hak untuk 
beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi, 
persamaan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku 
surut (retroactive).  
2) Hak-Hak yang Diatur  dan Dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 1999 diantaranya yakni :  
a. Hak untuk hidup.  
Hak untuk hidup merupakan hak mutlak setiap orang dan termasuk dalam 
kategori non-derogable right yaitu hak yang tidak dapat dikurangi. Hak untuk 
hidup ini meliputi hak untuk hidup dan meningkatkan taraf hidupnya, termasuk 
hak atas hidup yang tentram, aman, damai bahagia, sejahtera lahir dan batin serta 
hak atas lingkungan yang baik dan sehat.
14
 
b. Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan  
Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa 
setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan 
melalui perkawinan yang sah yang hanya dapat berlangsung atas kehendak kadua 
calon suami dan istri yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangan. 
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 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia, bab II, pasal 9.  
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Begitu pula dinyatakan dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 
hasil amandemen ke-2. 
c. Hak untuk mengembangkan diri 
Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak untuk 
mengembangkan diri tertuang dalam pasal 11-16. Undang-Undang Dasar 1945 
juga memberi jaminan perlindungan hak untuk mengembangkan diri dalam Pasal 
28B ayat (2) dan Pasal 28F. 408 diantaranya menegaskan perlindungan hak atas 
tumbuh kembang, bidang pendidikan, hak untuk memperoleh dan menyebarkan 
informasi, termasuk didalamnya hak untuk berkomunikasi dan hak untuk 
bersosialisasi. Undang-Undang ini memberi jaminan bagi setiap orang untuk 
memperjuangkan hak pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kolektif 
untuk membangun dirinya, masyarakat lingkungannya serta bangsa dan negara 
dengan segala jenis sarana yang tersedia.Hal ini termasuk dalam pemanfaatan 
informasi dan teknologi serta kesempatan dalam melakukan pekerjaan sosial dan 
mendirikan organisasi untuk itu dan penyelenggaraan pendidikan dan 
pengajaran.
15
 
Jaminan perlindungan atas hak pengembangan diri ini terlihat dari 
semakin banyaknya organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang sosial, 
pengembangan masyarakat, institusi pendidikan formal maupun non sosial, 
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 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia, bab III, pasal 17.  
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pengembangan dunia informasi dan teknologi.Seiring dengan perkembangan 
jaman, kesempatan yang diberikan kepada berbagai lapisan masyarakat untuk 
mengembangkan diri semakin terbuka.Namun  tidak dapat dipungkiri bahwa 
kesempatan ini belum merata bagi seluruh rakyat Indonesia dikarenakan berbagai 
faktor seperti luasnya wilayah Indonesia, kemiskinan, kualitas sumber daya 
manusia dan ketersediaan sarana dan prasarana. 
d. Hak untuk memperoleh keadilan 
Hak-hak yang diatur dalam hak untuk memperoleh keadilan pada dasarnya 
adalah asas-asas dalam hukum pidana dan hukum acara tetapi tidak terbatas pada 
hukum pidana dan hukum acara.Di antaranya bahwa setiap orang berhak untuk 
memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan 
baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi.
16
 
e. Hak atas kebebasan pribadi 
Hak atas kebebasan pribadi merupakan salah satu hak yang paling 
mendasar bagi setiap orang karena menyangkut juga hak menentukan nasib 
sendiri.Dari berbagai hak yang dilindungi dalam hak asasi manusia, hak atas 
kebebasan pribadi dan kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat, berserikat 
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 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia, bab III, pasal 17.   
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dan berkumpul adalah hak yang paling penting.
17
Meskipun demikian, tidak 
berarti tidak ada hak-hak lain yang dilindungi yang berkaitan dengan hak atas 
kebebasan pribadi.Hak untuk tidak diperbudak, hak untuk memeluk agama, hak 
untuk dipilih dan memilih, hak kewarganegaraan dan hak bertempat tinggal 
merupakan hak-hak pribadi yang diatur oleh Undang-Undang ini.Hak-hak ini 
dilindungi oleh berbagai instrumen hukum baik internasional, regional maupun 
nasional. Dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) 
atau Internasional Covenan On Civil and Political Rights (ICCPR), hak-hak ini 
diatur dalam pasal 17-20 sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 
1999, perlindungan hak atas kebebasan pribadi diatur dalam pasal 20-43 yang 
diantaranya meliputi :  
1) Hak untuk tidak diperbudak  
Perbudakan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 
1999 di antaranya termasuk pe rhambaan, perdagangan budak dan perempuan dan 
segala perbuatan yang serupa.
18
 Perbudakan adalah status seseorang di bawah 
orang lain sebagai kepemilikan pribadi dimana ia harus menuruti dan 
melaksanakan segala yang diperintahkan “pemiliknya”. Perbudakan merupakan 
salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. 
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 Javaid Rehman, Internasional Human Right Law (Great Britain: Pearson Education 
Limited,2003) h. 68-69.  
18
 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia, bab III, pasal  20.  
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Meskipun masalah perbudakan di Indonesia telah dihapuskan setelah 
tahun 1890,
19
 namun pada prakteknya hingga kini perbudakan dan penyikasaan 
masih kerap terjadi.Di antaranya perlakuan para majikan terhadap para pembantu 
rumah tangga, pekerja kasar dan bahkan karyawannya. Para majikan 
memperlakukan para pekerjanya dengan semena-mena dan bahkan tidak 
manusiawi seolah mereka memiliki kekuasaan penuh atas para pekerjanya, dan 
para pekerja pun tidak dapat dan tidak boleh melawan karena jika mereka 
melawan, bukan sekedar ancaman keras yang diberikan bahkan penyiksaan fisik 
maupun psikologis tak ragu diberikan oleh majikannya. 
C. Hak Asasi Manusia dalam hukum Islam 
Kurniati, dalam bukunya Hak Asasi manusia dalam Perspektif hukum pidana 
islam menjelaskan  pengertian HAM yaitu menurut bahasa, hak asasi manusia terdiri 
dari tiga kata, yakni: „‟hak” berarti, milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat 
sesuatu. 
20
 Hak juga berarti (1) sesuatu yang benar (2) kepunyaan, milik (3) 
kewenangan (4) kekuasaan untuk melakukan sesuatu  karena telah ditentukan oleh 
undang-undang atau peraturan lainnya (5) kekuasaan yang benar untuk menuntut 
sesuatu atau kekuasaan yang benar atas sesuatu. “ Asasi ” berarti bersifat dasar, 
pokok tindakan  itu melanggar hak manusia. 
21
 Hak asasi berarti hak dasar atau pokok 
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  Darman Prist,  Sosialisasi dan Diseminasi penegakan Hak Asasi Manusia  (Bandung: Citra 
Aditya Bakti, 2001), h. 23.  
20
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 
Balai Pustaka, 1994), h. 334. 
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bagi setiap individu seperti hak hidup dan hak  mendapat perlindungan serta hak-hak 
lain yang sesuai.
22
 “manusia” berarti orang atau mahluk yang berlaku budi. 23 
Menurut Istilah, HAM merupakan statemen empat dasar hak dan kewajiban 
yang fundamental bagi seluruh manusia yang ada dimuka bumi ini, baik laki-laki 
wanita tanpa membedakan ras, keturunan, bahasa, maupun agama.
24
 
HAM yang dikemukakan oleh Harun  Nasution adalah: tuntutan yang secara 
moral bisa  dibenarkan, agar seluruh manusia dapat menikmati dan melaksanakan 
kebebasan dasar mereka, harta benda dan pelayanan-pelayanan mereka dipandang 
perlu untuk mencapai harkat kemanusiaan, yaitu  hak asasi manusia pada dasarnya 
merupakan suatu hak atau kepunyaan seseorang yang sama sekali tidak dapat ditarik 
dari dalam diri seseorang.
25
 
Seiring dengan hal tersebut, dikemukakan oleh Masdar F. Mas‟udi: hak asasi 
manusia  adalah  kumpulan hak yang melekat  pada manusia dan tidak ada ketentuan 
apapun yang bisa mengurangi dan mencabut hak tersebut. Hak asasi ini tidak 
menuntut positivisme, yaitu tidak menuntut keharusan untuk dimuat dalam undang-
undang atau kontitusi.
26
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 Kurniati, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, (Cet.1; Makassar: 
Alauddin Prees, 2011), h. 19.   
23
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 628. 
24
 Kurniati, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, h. 20. 
25
 Harun Nasution dan Bakhtiar Efendy,  Hak Asasi Manusia Dalam Islam (Jakarta: Pustaka 
Firdaus, 1987), h.19. 
26
  Masdar F, Mas‟udi, Agama dan Hak Rakyat (Jakarta: Guna Aksara, 1993), h. 45.  
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Hak asasi manusia dalam Islam tertuang secara transenden untuk kepentingan 
manusia, lewat syari‟ah Islam yang diturunkan melalui wahyu. Menurut syaria‟ah 
manusia adalah makhluk bebas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, dan 
karenanya ia juga mempunyai tugas dan tanggung jawab, dan karenanya ia juga 
mempunyai hak dan kebebasan. Dasarnya adalah keadilan yang ditegakkan atas dasar 
persamaan atau egaliter, tanpa pandang bulu. Artinya, tugas yang diemban tidak akan 
terwujud tanpa adanya kebebasan, sementara secara eksistensi tidak terwujud tanpa 
adanya tanggung jawab itu sendiri. 
27
 
Sistem HAM dalam Islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang 
kebebasan, persamaan, dan  penghormatan terhadap sesama  manusia. Persamaan 
artinya Islam memandang semua manusia sama dan  mempunyai kedudukan sama, 
satu-satunya keunggulan yang dinikmati seorang manusia atas manusia lainnya hanya 
ditentukan oleh tingkat ketakwaanya. 
Al-Qur‟an sebagai sumber hukum dalam Islam memberikan penghargaan 
yang tinggi terhadap hak asasi manusia. Al-Qur‟an sebagai sumber hukum pertama 
bagi ummat Islam telah melekatkan  dasar-dasar Hak Asasi Manusia serta  kebenaran 
dan  keadilan, jauh sebelum timbul pemikiran mengenai hal tersebut pada masyarakat 
dunia. Ini dapat dilihat pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur‟an, 
antara lain : 
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  M. Luqman Hakim, Deklarasi Islam tentang HAM  (Surabaya: Risalah Gusti, 1993), h. 12.  
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a. Dalam Al-Qur‟an terdapat sekitar 80 ayat tentang hidup, pemeliharaan hidup dan 
penyediaan sarana kehidupan, misalnya dalam  surah al-Maidah ayat 32. Di 
samping itu, Al-Qur‟an juga berbicara tentang kehormatan dalam 20 ayat. 
b. Dalam Al-Qur‟an juga terdapat sekitar 150 ayat tentang ciptaan dan makhluk-
makhluk, serta tentang persamaan dalam penciptaan, misalnya dalam surah al-
Hujarat ayat 13. 
c. Al-Qur‟an telah mengetengahkan sikap menentang kezaliman dan orang-orang 
yang berbuat zalim dalam sekitar 320 ayat, dan memerintahkan berbuat adil 
dalam 50 ayat yang diungkapkan dengan kata-kata „adl, qisth dan qishash. 
d. Dalam Al-Qur‟an terdapat sekitar 10 ayat yang berbicara mengenai larangan  
memaksa untuk menjamin kebebasan berpikir, berkeyakinan dan mengutarakan 
aspirasi. Misalnya dikemukakan oleh al-kahfi ayat 29.  
Begitu pula halnya dengan sunnah nabi, Nabi Muhammad Saw telah 
memberikan tuntutan dan contoh dalam penegakan dan perlindungan terhadap HAM. 
Hal ini misalnya terlihat dalam perintah nabi yang menyuruh untuk memelihara hak-
hak manusia dan hak-hak kemuliaan, walaupun terdapat orang yang berbeda agama, 
melalui sabda beliau:
28
 
 “Barang siapa yang menzalimi seseorang mu‟ahid (seorang yang telah 
dilindungi oleh perjanjian damai) atau  mengurangi haknya atau membebaninya 
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 T. Muhammad Hasby Ash shiddieqh, Islam dan Hak Asasi Manusia  (Semarang: PT. 
Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 23.  
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diluar batas kesanggupannya atau mengambil sesuatu dari padanya dengan tidak rela 
hatinya, maka aku lawannya di hari kiamat.” 
 Pengaturan lain mengenai HAM dapat juga dilihat dalam piagam madinah 
dan khutbah wada‟. Kedua naskah yang berkenaan dengan nabi ini kemudian menjadi 
master peacenya HAM dalam perspektif hukum Islam. 
Piagam adalah suatu kesepakatan antara berbagai golongan di madinah dalam 
menegakkan ikatan kebersamaan dan kemanusiaan.Adapun golongan masyarakat di 
madinah pada masa itu terdiri dari tiga kelompok, yaitu golongan Islam yang terdiri 
dari golongan anshar dan muhajirin, golongan yahudi dan para penyembah berhala. 
Di tengah-tengah pluralitas masyarakat seperti itu nabi saw berusaha membangun 
tatanan kehidupan bersamaan yang dapat menjamin hidup berdampingan secara 
damai dan sejahtera. Prakteknya, nabi saw mempererat persaudaraan  muhajirin dan 
anshar berdasarkan ikatan akidah. Sedangkan terhadap mereka yang berlainan agama, 
beliau mempersatukannya atas ikatan sosial politik dan kemanusiaan.Bukti 
kongkritnya adalah adanya kesepakatan yang tertuang dalam piagam madinah 
tersebut. 
Dewasa ini terlihat adanya usaha-usaha dari negara-negara Islam untuk 
merumuskan suatu dokumen  mengenai HAM yang Islami, artinya mengacu pada Al-
Qur‟an dan sunnah. Hal ini antara lain dapat dilihat pada : 
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a. Deklarasi Islam universal tentang hak asasi manusia 
Deklarasi ini disusun dalam konferensi Islam di mekkah pada tahun 1981. 
Deklarasi ini terdiri dari 23 pasal yang  menampung dua kekuatan dasar, yaitu 
keimanan kepada tuhan dan pembentukan  tatanan Islam. Dalam pendahuluan 
deklarasi ini dikemukakan bahwa hak-hak asasi  manusia dalam Islam bersumber 
dari suatu kepercayaan bahwa Allah swt, dan hanya Allah sebagai hukum dan 
sumber dari segala HAM.
29
 
Salah satu kelebihan dari deklarasi ini adalah teksnya memuat acuan-acuan 
yang gampling dan unik dari totalitas peraturan-peraturan yang berasal dari Al-
Qur‟an dan As-Sunnah serta hukum-hukum lainnya yang ditarik dari kedua sumber 
tersebut dengan metode yang dianggap sah menurut hukum Islam. 
Suatu dokumen yang dirumuskan oleh sekelompok sarjana (ulama) Islam 
pada 1981 didasarkan atas nilai dan prinsip Al-Quran dan As-Sunnah (kehidupan 
Nabi Muhammad). Menyatakan dengan tegas bahwa ‟setiap orang mempunyai hak 
untuk bebas berpikir dan beribadat sesuai dengan keyakinan agamanya.
30
 
 Setiap individu dalam satu masyarakat Islam menikmati hak-hak dan 
kekuasaan kekhalifaan Tuhan  dan karenanya semua individu berderajat sama. Tidak 
ada satu orang pun yang boleh mencabut hak-hak dan kekuasaannya. 
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 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 1996), h. 
498.  
30
 Chandra Muzaffar, Hak Asasi Manusia dalam Tata Dunia Baru (Cet.1; Bandung: Mizan, 
1995), h. 61.   
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 Tuntutan yang terus-menerus dikumandangkan oleh Islam adalah bahwa 
prinsip-prinsip moralitas harus diperhatikan pada segala aspek kehidupan.Oleh karena 
itu, prinsip ini meletakkan dasar kebijakan yang tidak dapat ditawar-tawar yaitu 
bahwa Negara harus mendasarkan kebijakan-kebijakannya pada keadilan, kebenaran 
dan kejujuran. 
Islam  telah  meletakkan hak-hak  fundamental universal  bagi  umat  manusia  
yang harus ditaati dan dihormati dalam segala keadaan. Sebagai contoh, darah 
manusia adalah sesuatu yang suci dan tidak boleh ditumpahkan tanpa dasar hukum 
yang kuat; tidak diperkenankan  untuk  menindas  kaum  wanita, anak-anak, orang-
orang lanjut usia, orang-orang sakit dan yang luka-luka, kehormatan dan kesucian 
kaum wanita harus dihormati; orang-orang yang  kelaparan harus diberi makanan, 
yang telanjang  harus diberi pakaian dan yang luka-luka atau terkena wabah  penyakit 
harus dirawat secara medis tanpa membeda-bedakan apakah mereka itu anggota 
masyarakat Islam ataupun  dari  kalangan non muslim. 
31
Ketentuan-ketentuan ini dan 
ketentuan lainnya telah diletakkan oleh Islam sebagai hak-hak fundamental bagi 
semua orang karena kedudukannya sebagai manusia. 
 Telah menjadi Sunnahtullah, manusia memiliki sifat untuk mempertahankan 
diri dan keturunannya.Dari keduannya lahir aneka dorongan, seperti kebutuhan 
sandang, pangan, papan, keinginan memiliki sesuatu dan hasrat untuk menonjol. 
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 Maulana Abu A‟la Maududi, Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 
2000), h.5. 
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Menurut M. Quraish, dorongan-dorongan yang timbul dari kedua masalah  ini  
merupakan fitrah yang disebut Hubb al-syahwat dan itu pulalah yang melahirkan 
dorongan untuk bekerja.
32
 
 Manusia adalah mahluk hidup yang telah diberi keistimewaan oleh Allah 
swt.Berupa kemampuan akal, budi dan daya pikir guna mengolah dan mengelola 
alam raya ini untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya.Karena itu manusia 
berjuang dan berusaha untuk mendapatkan aneka barang dan jasa-jasa, upaya itulah 
yang disebut kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ini  melahirkan berbagai macam 
hubungan yang bersifat subyektif, sebab masing-masing berusaha memenuhi 
kebutuhannya dengan berbagai konsekuensinya. 
 Salah satu prinsip dasar Islam adalah keyakinan bahwa setiap tingkah laku 
muslim adalah cerminan dan manifestasi ibadah kepada Allah swt. Ini berarti 
ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dengan prinsip tauhid yang mengajarkan 
kepada manusia agar hubungan kemanusiannya sama pentingnya dengan  
hubungannya kepada Allah swt, artinya manusia dalam melaksanakan aktifitas 
ekonominya didasarkan pada keadilan sosial yang bersumber kepada Al-Qur‟an.  
 Dengan demikian segala aktifitas muslim tidak lepas dari hubungan vertikal 
dengan Allah swt dan hubungan horizontal kepada sesama manusia. Implikasi ini 
ialah kegiatan ekonomi tidak terlepas dari prinsip ibadah kepada Allah SWT.Karena 
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 Kurniati, Ham Dalam Perspektif Syariah dan Deklarasi PBB (Makassar: Alauddin 
University Press, 2012), h. 221.   
66 
 
 
 
itu, kekayaan ekonomi haruslah digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup 
manusia guna meningkatkan pengabdiannya kepada Allah SWT. 
Hak bekerja dan berkreasi termasuk bagian dari hak-hak sosial dalam 
kerangka hak asasi manusia. Yaitu seorang individu itu seharusnya mendapatkan  
pekerjaan, berhak mendapat upah atau gaji yang adil, berhak mendapat pekerjaan 
terhormat, berhak mengambil cuti untuk istirahat dan santai dan lain sebagainya. 
Konsep persamaan sipil juga tertuang dalam pasal pertama deklarasi Hak 
Asasi Manusia Se-Dunia.Di antara praktiknya; persamaan dalam mengemban tugas 
dan jabatan publik.Deklarasi tersebut juga memuat tentang kebebasan berdagang, 
berbisnis, dan bekerja. 
Deklarasi juga menetapkan hak setiap individu mendapatkan bantuan atau 
santunan pada saat miskin. Diantara fenomena hak ini adalah kebebasan 
profesionalisme, kebebasan bergabung dengan serikat, kebebasan penggunaan  tenaga 
kerja, dan  melarang pelanggaran atas hak bekerja.     
Islam menjadikan hak bekerja bagi setiap individu baik laki-laki maupun 
perempuan sebagai sesuatu yang suci, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah 
Swt yakni dalam QS An-Nahl: 97 
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                     
    
Terjemahan:  
97.  Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan 
dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya 
kehidupan yang baik [839] dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka 
dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan.
33
 
[839]  Ditekankan dalam ayat Ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam 
mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman. 
 
Hal ini menunjukan bahwa  nilai  setiap orang di masyarakat tergantung pada 
perbuatan baik yang dipersembahkan kepada manusia dan Tuhannya. Bekerja  
merupakan  salah satu tingkatan ibadah.  
Bekerja adalah terhormat dalam Islam, sedangkan meminta-minta adalah 
hina.Setiap individu hendaknya memilih pekerjaan yang terhormat sesuai dengan 
kemampuan dan bakatnya.Para ahli fikih memutuskan bahwa semua pekerjaan yang 
membutuhkan keahlian dan tekhnik khusus merupakan fardhu kifayah. 
Pekerjaan dibarengi dengan keadilan, Itulah asas mencari mata pencaharian 
dan mengais rezeki. Hal ini berarti berkonskuensi pada perbedaan taraf hidup dan 
rezeki. Allah Subhanahu wa Ta‟ala berfirman dalam QS Al-Mulk: 15 
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  Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 279.  
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                  
Terjemahan: 
15.  Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala 
penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan Hanya kepada-Nya-lah 
kamu (kembali setelah) dibangkitkan.
34
 
 
 Allah Subhanahu wa Ta‟ala juga berfirman dalam QS. Az-Zukhruf: 32  
                    
               
Terjemahan: 
32.  Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan 
antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah 
meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar 
sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu 
lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
35
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 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 564.  
35
 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 492.  
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BAB IV 
HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM KETENAGAKERJAAN 
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 
A. Perlindungan hak asasi manusia dalam sistem ketenagakerjaan 
Wujud perlindungan hak asasi manusia dalam sistem ketenagakerjaan 
tentunya senantiasa menjadi harapan bersama, baik kepada para pelaku 
usaha/majikan dan juga oleh para pekerja. Cita hukum ketenagakerjaan sebagai 
wadah untuk memenuhi kepentingan dan kesejahteraan bersama bagi pihak-pihak 
yang terkait dalam sistem tenaga  kerja itu sendiri harusnya bisa untuk diwujudkan. 
Sebagaimana komitmen negara Indonesia yakni pembangunan nasional 
dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan juga 
pembangunan masyarakat seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, 
adil, makmur, yang merata, baik materil maupun spiritualnya berdasarkan prinsip 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Tenaga kerja mempunyai peranan juga kedudukan yang sangat penting 
sebagai pelaku dan tujuan dari pembangunan nasional negara kita, oleh karena itu 
pemenuhan hak-hak para pekerja wajib untuk terpenuhi sebagai wujud dari 
pembangunan nasional itu sendiri.Bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan 
tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas 
tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan, serta peningkatan perlindungan 
tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan pada 
umumnya. 
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Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk senantiasa menjamin 
hak-hak dasar pekerja/buruh dan senantiasa menjamin kesamaan kesempatan serta 
perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun, untuk mewujudkan kesejahteraan 
pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan 
dunia usaha itu sendiri. 
Hakikat perlindungan HAM dalam sistem tenagakerja telah mencakup segala 
aspek kepentingan bersama, sebagaimana tercantum didalam peraturan perundang-
undangan dibawah yakni : 
 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. 
 Undang-Undang No. 13 Tahun 20003 tentang Ketenagakerjaan. 
 Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan 
Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.  
 Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 
 Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Termasuk 
Segala Peraturan Pelaksanaan Terbaru dari Undang-Undang tersebut.  
 Undang-Undang No. 12 Tahun 1948 yang merupakan Undang-Undang Kerja 
yang diperkuat dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 yang dinyatakan 
berlaku untuk seluruh Indonesia. 
 Undang-Undang No. 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan yang 
kemudian juga diperkuat dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1951  
dinyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia.  
 Undang-Undang No. 23 Tahun 1953 tentang Kewajiban Melaporkan 
Perusahaan. 
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 Undang-Undang No. 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan Antara 
Serikat Buruh dan Pengusaha. 
 Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisian 
Perburuhan. 
 Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 mengenai Ketentuan Pokok Tenaga Kerja. 
 Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.1 
Selanjutnya berdasarkan Undang-undang tersebut, dikeluarkan pula 
peraturan pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang diatas antara lain : 
 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1948 yang memberlakukan Undang-
Undang kerja Tahun 1948. 
 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1950 tentang Waktu Kerja dan Waktu 
Istirahat. 
 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1954 tentang Istirahat Tahunan Bagi 
Buruh/Pekerja.  
 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1953 tentang Kewajiban Melaporkan 
Perusahaan dan Sehubungan dengan Undang-Undang Kecelakaan Nomor 33 
Tahun 1947 telah diadakan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1948 tentang 
Peraturan Kecelakaan.  
 Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang Pertanggungan Sakit, Hamil, Bersalin 
dan Meninggal Dunia. 
 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga 
Kerja.
2
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 H. Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2010), h. 28.  
2
 H. Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, h. 29.  
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Berdasarkan uraian diatas, hal ini menunjukan bahwa negara hadir dalam hal 
pemenuhan jaminan perlindungan Ham terkhusus pada bidang ketenagakerjaan, 
sebagai proses untuk memenuhi dan mencapai cita pembangunan nasional yakni 
masyarakat sejahtera, adil, makmur yang merata materil maupun spiritualnya sebagai 
wujud dari nilai-nilai ketuhanan yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.   
Di karenakan problematika tuntutan pemenuhan hak asasi manusia terkhusus 
dalam bidang tenaga kerja, membuat pemerintah Indonesia mengambil usaha lebih 
lanjut dengan meratifikasi hasil-hasil Konferensi ILO, antara lain Konvensi Nomor 
98 Tahun 1949 mengenai dasar-dasar hak untuk berorganisasi dan untuk berunding 
bersama (Lembaran Negara RI Nomor 42 Tahun 1956). Konvensi Nomor 100 Tahun 
1951 tentang pengubahan tentang pengubahan yang sama bagi buruh laki-laki dan 
wanita untuk pekerjaan yang sama (Lembaran Negara RI Nomor 171 Tahun 1957). 
Konvensi Nomor 106 Tahun 1957 tentang istirahat mingguan dalam perdagangan dan 
kantor-kantor (Lembaran Negara RI Nomor 14 Tahun 1961).Konvensi Nomor 120 
Tahun 1964 tentang hygiene dalam perniagaan dan kantor-kantor (Lembaran Negara 
RI Nomor 14 Tahun 1961). 
Selaras dengan perkembangan situasi dan kondisi ketenagakerjaan di 
Indonesia maka peraturan perundang-undangan tersebut diatur lebih lanjut guna 
mengikuti perkembangan hukum ketenagakerjaan yang bertalian dengan prinsip 
perlindungan dan pemenuhan hak-hak para pekerja. Salah satunya yakni berkaitan 
dengan perlindungan bagi pekerja anak yang melakukan pekerjaan untuk 
mengembangkan bakat dan minat, dan berkaitan dengan pertolongan  pertama pada 
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kecelakaan (P3K) di tempat kerja sehubung dengan keluarnya Peraturan Menteri 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER-15/MEN/VII/2008 tentang Pertolongan 
Pertama Pada Kecelakaan.Selanjutnya pemenuhan perlindungan ham dalam sistem 
ketenagakerjaan di wujudkan sehubung dengan keluarnya Peraturan Menteri Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi No.PER-31/MEN/XII/2008 tentang Pedoman Penyelesaian 
Perselisian Hungan Industrial Melalui Perundingan Biparti juga yang berkaitan 
dengan jaminan sosial tenaga kerja yang bekerja di luar hubungan kerja. 
Selanjutnya didalam UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia memuat Peraturan Presiden, Peraturan Menteri 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi diantaranya yakni :  
a. Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. 
b. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 20/MEN/X/2007 tentang 
Asuransi Tenaga Kerja Indonesia.  
c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER-22/MEN/XII/2008 
tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di 
Luar Negeri.  
d. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 05/MEN/III/ 2009 
tentang Pelaksanaan Penyiapan Calon TKI Untuk Bekerja di Luar Negeri. 
e. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER-16/MEN/VII/2009 
tentang Tata Cara Penerbitan Surat Izin Pengerahan Calon Tenaga Kerja 
Indonesia ke Luar Negeri Bagi Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia 
Swasta.  
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f. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER17/MEN/VII/2009 
tentang Penyelenggaraan Pembekalan Akhir Pemberangkatan Tenaga Kerja 
Indonesia ke Luar Negeri.  
g. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER-18/MEN/VIII/2009 
tentang Bentuk, Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh Kartu Tenaga Kerja 
Luar Negeri. 
Wujud dari pemenuhan perlindungan hak asasi manusia terkhusus dalam 
bidang ketenagakerjaan juga dapat kita lihat dari terbentuknya serikat pekerja/serikat 
buruh sebagai wadah perlindungan bagi buruh/pekerja untuk memperjuangkan hak-
haknya, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000  
tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
3
 
Secara teoritis dikenal ada tiga jenis perlindungan kerja sebagai wujud 
perlindungan hak asasi manusia khususnya dalam bidang ketenagakerjaan itu sendiri 
yaitu perlindungan sosial, perlindungan teknis dan perlindungan 
ekonomis.Selanjutnya ketiga jenis perlindungan ini biasanya disebut dengan jaminan 
sosial. 
Sebagaimana tercantum dalam Pasal 86  ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 
2003 disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh 
perlindungan atas : 
a. Keselamatan dan kesehatan kerja 
b. Moral dan kesusilaan; dan  
c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai 
agama. 
                                                          
3
 Zaeni Asyhadie, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2013), h. 20. 
75 
 
Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktifitas 
kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. 
Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan 
yang berlaku.
4
 
Demi mewujudkan perlindungan keselamatan kerja sebagaimana mestinya, 
maka pemerintah telah melakukan sebuah upaya pembinaan norma yang sudah 
mencakup pengertian pembentukan , penerapan dan pengawasan norma dibidang 
ketenagakerjaan itu sendiri.  
Atas dasar itu maka dikeluarkanlah Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 
tentang keselamatan kerja, sebagai pengganti peraturan perundangan di bidang 
keselamatan kerja yang telah ada sebelumnya yaitu Veilegheids reglement Stbl. No 
406 Tahun 1910, yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kemajuan dan 
perkembangan masalah ketenagakerjaan.
5
meskipun namanya  undang-undang 
keselamatan kerja akan tetapi cakupan materinya termasuk pula masalah kesehatan 
kerja, karena keduanya tidak dapat dipisahkan, jika keselamatan kerja sudah 
terlaksana dengan baik maka kesehatan kerja pun akan tercapai. 
Kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar tenaga 
kerja memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna baik fisik, mental maupun 
sosial sehingga memungkinkan dapat bekerja secara optimal. 
Adapun tujuan dari kesehatan kerja menurut Lalu Husni dalam bukunya yang 
berjudul hukum ketenagakerjaan Indonesia yakni: 
                                                          
4
 Lalu Husni,  Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 2007), h. 137.  
 
5
 Lalu Husni,  Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 2007), h. 138.   
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a. Meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-
tingginya baik fisik, mental maupun sosial. 
b. Mencegah dan melindungi tenaga kerja dari gangguan kesehatan yang 
disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja. 
c. Menyesuaikan tenaga kerja dengan pekerjaan pekerjaan dengan tenaga kerja. 
d. Meningkatkan produktifitas kerja.6 
Upah memegang peranan yang penting dan merupakan ciri khas suatu 
hubungan kerja, bahkan dapat kita katakan upah merupakan tujuan utama dari 
seorang pekerja melakukan pekerjaan pada orang atau badan hukum lain. Oleh karena 
itulah pemerintah turut serta dalam menangani masalah pengupahan tersebut melalui 
berbagai kebijakan yang dituangkan dalam peraturan  perundang-
undangan.Sebagaimana Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menyebutkan setiap 
pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang 
layak bagi kemanusiaan (pasal 88 ayat 1). 
Untuk maksud tersebut pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan untuk 
melindungi pekerja/buruh. Kebijakan pengupahan itu meliputi :  
a. Upah minimum. 
b. Upah kerja lembur. 
c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan. 
d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya. 
e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya. 
f. Bentuk dan cara pembayaran upah. 
g. Denda dan potongan upah. 
                                                          
6
 Lalu Husni,  Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, h. 15.   
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h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah. 
i. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional. 
j. Upah untuk pembayaran pesangon dan  
k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.7 
Sebagaimana penjelasan diatas terkait tentang upah minimum senantiasa 
diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak.Pengusaha tidak boleh 
membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana diatur dalam 
peraturan perundang-undangan.Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas 
kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh 
tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku saat ini.Dalam hal kesepakatan tersebut lebih 
rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepata tersebut 
tentunya batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Keselamatan kerja termasuk dalam apa yang disebut perlindungan teknis, 
yaitu perlindungan terhadap pekerja /buruh agar selamat dari bahaya yang dapat 
ditimbulkan oleh alat kerja atau bahan yang dikerjakan, berbeda halnya dengan 
perlindungan kerja yang semata-mata untuk kepentingan pekerja/buruh saja. Akan 
tetapi berkenaan dengan keselamatan kerja, perlindungan kepada pengusaha dan juga 
pemerintah turut andil didalamnya. 
 Bagi pekerja/buruh, dengan adanya jaminan perlindungan keselamatan kerja 
akan menimbulkan suasana kerja yang tenteram sehingga pekerja/buruh akan 
                                                          
7
 Lalu Husni,  Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, h. 148-149. 
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dapat memusatkan perhatiannya kepada pekerjaannya semaksimal mungkin 
tanpa khawatir sewaktu-waktu akan tertimpa kecelakaan kerja. 
 Bagi pengusaha dengan adanya pengaturan keselamatan kerja di 
perusahaannya akan dapat mengurangi terjadi kecelakaan yang dapat 
mengakibatkan pengusaha harus memberikan jaminan sosial.  
 Bagi pemerintah (dan masyarakat) dengan adanya dan di taatinya peraturan 
keselamatan kerja maka apa yang direncanakan pemerintah untuk 
mensejahterakan masyarakat akan tercapai dengan meningkatnya produksi 
perusahaan baik kualitas maupun kuantitas.  
Di samping itu ada beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan 
dengan keselamatan kerja yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia 
diantaranya yakni : 
1. Peraturan Presiden No. 21 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan. 
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 2 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan 
Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja.  
3. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 01 Tahun 2004 
tentang Pemeriksaan dan/ atau Pengujian Teknis Keselamatan Kerja. Dalam 
surat edaran ini hanya bertujuan alat-alat kerja, perlengkapan dan 
pengamanannya perlu mendapatkan kepastian kondisi peralatan teknis 
termasuk alat-alat perlengkapan/pengamannya perlu penanganan secara 
profesional baik dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian teknis 
keselamatan kerja dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan atau 
ahli keselamatan kerja spesialis. 
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Program jaminan sosial tenaga kerja juga diatur dalam Undang-Undang No. 3 
Tahun 1992 tentang Jamsostek jo. PP No. 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan 
penyelenggaraan jamsostek dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi 
tenaga kerja terhadap resiko sosial ekonomi yang menimpa tenaga kerja dalam 
melakukan pekerjaan baik berupa kecelakaan kerja, sakit, hari tua, maupun 
meninggal dunia.
8
 
Isi dari lampiran III Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mencakup dan memenuhi 
segala aspek perlindungan hak asasi manusia terkhusus pada bidang ketenagakerjaan 
secara tertulis, sebagaimana yang dilampirkan pada Undang-Undang tersebut yakni 
perlindungan terhadap penyandang cacat, perlindungan terhadap anak, perlindungan 
terhadap perempuan, keselamatan dan kesehatan kerja dan kesejahteraan para 
pekerja, sebagaimana yang terkandung dalam lampiran bab x tentang perlindungan, 
pengupahan dan kesejahteraan para pekerja.
9
 
Penulis berpendapat bahwasanya peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan 
oleh pemerintah Indonesia semata-mata untuk memperbaiki nasib para buruh/pekerja 
ditanah air kita dan dengan sendirinya peraturan-peraturan tersebut telah disesuaikan 
dengan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demikian juga halnya dengan 
pengratifikasian hasil-hasil konvensi ILO dilakukan sepanjang  tidak bertentangan 
dengan jiwa ataupun prinsip Pancasila dan Undang-Undang dasar tahun 1945.  
 
                                                          
8
 Lalu Husni,  Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 2007), h. 158. .    
 
9
 Lihat lampiran ke  (3) bab (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 13 
Tahun 2003.  
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B. Pandangan  hukum Islam  terhadap perlindungan hak asasi manusia 
 Hak-hak asasi manusia, di manapun tempatnya akan selalu ada dan terus 
diperjuangkan. Naluri manusia tidak mungkin menerima setiap kezaliman, 
penindasan , dan perampasan hak-hak asasi manusia yang terjadi di hadapannya. Oleh 
karenanya setiap perjuangan agar terhindar dari pelanggaran hak-hak tersebut adalah 
keniscayaan. 
 Kehidupan manusia yang bersinggungan didalam pergaulan sering 
menimbulkan konflik. Upaya memperoleh kebutuhan hidup yang kompetitif sering 
juga melahirkan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karenanya, kehidupan 
kelompok masyarakat bagaimanapun kecilnya, tetap memerlukan pengaturan agar 
pergaulan dapat berjalan dengan tertib sesuai dengan pasal 2 UDHR (The Universal 
of Human Right) yang dilahirkan PBB pada tahun 1948 yang berbunyi:  
 Setiap orang mempunyai hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum 
dalam deklarasi ini tanpa perbedaan apapun seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis 
kelamin, bahasa, agama, tahanan politik, atau paham yang lain juga mengadakan 
perbedaan atas perbedaan politik, kedudukan hukum atau status internasional dari 
negara  atau wilayah dimana orang tersebut termasuk, baik negara mereka, wilayah 
perwalian, wilayah yang tidak berperintah sendiri atau dibawah wilayah lain yang 
kedaulannya dibatasi.
10
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 Eggi Sudjana, Ham Dalam Perspektif Islam (Jakarta: Nuansa Madani, 2002), h. 19.   
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 Sementara dalam cairo declaration (CD) dinyatakan bahwa manusia 
mempunyai hak yang sama dalam hukum dan bebas dari praduga tak bersalah 
sebelum diputuskan oleh hakim di pengadilan, seperti dalam pasal 19 yang berbunyi :  
a. Semua individu adalah sederajat  di muka hukum tanpa ada perbedaan antara 
yang memerintah dan  yang diperintah. 
b. Hak untuk mendapatkan keadilan dijamin bagi setiap orang.  
c. Tanggung jawab adalah dipikul oleh setiap orang yang melakukan. 
dak boleh ada kejahatan atau penghukuman kecuali ditetapkan oleh syariat. 
d. Terdakwa dinyatakan tidak bersalah sampai ia terbukti bersalah di pengadilan 
di mana ia diberi jaminan untuk membela diri.
11
 
Pada dasarnya ayat b dan c dalam pasal diatas dilandasi oleh firman Allah 
Swt, didalam QS An-Nisa/4: 58  
                 
           
Terjemahan: 
58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak 
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia 
supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran 
yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi 
Maha melihat.
12
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 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 73.    
12
 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 87.  
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 Penulis berpendapat bahwasanya kedudukan sederajat termasuk sederajat 
dimuka hukum, adalah persamaan yang dimiliki oleh manusia dihadapan hukum, 
tanpa ada perbedaan diantara mereka baik karena perbedaan etnis, warna kulit, 
agama, bangsa, keturunan, kelas, dan kekayaan. Juga tanpa dibedakan antara muslim, 
nasrani, atau lainnya, antara cendekiawan dengan yang bukan, dan antara yang kuat 
dengan yang lemah. 
Dari uraian penjelasan diatas, ini tentunya bersentuhan langsung dalam firman 
Allah Swt salah satunya dijelaskan dalam QS An-Nisa/4: 105 dan QS An-Nisa/4: 
107.    
                    
Terjemahan: 
 
105. Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa 
kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah 
wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak 
bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.
13
 
 
        
Terjemahan:  
107. dan janganlah kamu berdebat (untuk membela) orang-orang yang mengkhianati 
dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi 
bergelimang dosa.
14
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 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 95 . 
14
 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 96. 
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Betapa hak persamaan dan kebebasan manusia sangat vital dalam kehidupan 
manusia, maka setiap terjadi pelanggaran atasnya, reaksinya sangat cepat.As-Suyuti 
menjelaskan, bahwa Khalifah Umar ra pernah berkata “mengapa kamu memperbudak 
manusia, sedangkan ibunya telah melahirkan mereka dalam keadaan merdeka. 
Salah satu kebutuhan hidup manusia sebagai makhluk sosial ialah memiliki 
hak kebebasan berkomunikasi antar sesama, baik secara lisan maupun tertulis.  Oleh 
karena itu, hak persamaan dan kebebasan manusia termasuk mengeluarkan pendapat 
harus dijamin oleh pemerintah. 
Dalam Cairo Declaration disebutkan bahwa kebebasan berekspresi dan 
berpendapat tersebut dijamin dalam pasal 22 yang berbunyi : 
a. Setiap orang berhak untuk mengekspresikan pendapatnya secara bebas dalam 
berbagai cara, asal tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.  
b. Setiap orang berhak untuk membela apa yang menjadi haknya dan 
menyatakan apa yang menurutnya baik dan memerangi apa yang salah dan 
menghambat pelaksanaan norma-norma syariat Islam.  
c. Informasi adalah kebutuhan penting bagi masyarakat, informasi tidak boleh 
dieksploitasi atau disalahgunakan dalam berbagai cara yang mungkin 
melanggar kesucian dan martabat rasul, kemerosotan modal, dan nilai-nilai 
etika, atau disintegrasi, korupsi atau kerugian masyarakat, atau melemahnya 
kesetiaan. 
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d. Tidak boleh menggerakan kebencian kebangsaan atau doktrin dan melakukan 
segala sesuatu yang dapat menghasut terjadinya diskriminasi ras.
15
 
Penulis berpendapat bahwasanya dari beberapa uraian pasal yang ditegaskan 
dalam Cairo Deklaration adalah didasarkan pada konsep syariat Islam, sebagai 
petunjuk bagi orang-orang takwa untuk  menegakkan hak-hak asasi manusia dan 
keadilan dalam masyarakat. 
Nilai-nilai perlindungan HAM yang terkandung dalam perspektif hukum 
Islam telah memenuhi segala ketentuan-ketentuan tentang perlindungan hak asasi 
manusia secara Universal  begitu pula perlindungan HAM dalam sistem 
ketenagakerjaan, Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk yang 
padat tentunya harus mampu memberikan tempat bagi penduduknya untuk memenuhi 
tuntutan kehidupan. Mayoritas penduduk yang beragama Islam dan negara Indonesia 
yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 yang tentunya berdasar pada 
konsep ke Tuhanan harusnya mampu untuk mewujudkan perlindungan HAM secara 
Universal pula. 
 Penulis berpendapat bahwasanya dalam hukum Islam, ada beberapa hal yang 
sudah jelas diperintahkan oleh Allah SWT kepada umat Islam agar menjalankannya 
dengan benar sesuai dengan Al qur’an dan Al- Sunnah yang tentunya berkenaan 
dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Kedua kitab ini tentunya sebagai 
sumber hukum Islam dimana dipandung perlu untuk terjemahan tersirat oleh para ahli 
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 Eggi Sudjana, Ham Dalam Perspektif Islam (Jakarta: Nuansa Madani, 2002), h. 24.  
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hukum dalam memberikan nuansa kehidupan baru yang lebih baik, tatanan hukum itu 
adalah terciptanya kehidupan yang harmonis tentram, damai dan menghargai 
perbedaan. Ide tersebut memang sudah pernah digagas oleh Nabi Muhammad SAW 
dalam Piagam Madinah, dimana Piagam Madinah ini adalah cerminan umat Islam 
dalam penegakan hukum tanpa suku, agama, ras ataupun golongan yang mayoritas 
sekalipun. Sebab semua dipandang sama didepan hukum, tidak ada diskriminasi 
sosial.  
 Terdapat tiga aspek terpenting dalam konsep perlindungan hak asasi manusia 
dalam hukum Islam diantaranya yakni : 
1. Ketuhanan yang maha esa 
 Piagam Madinah dimulai dengan kalimat basmalah. Dalam pasal 22 
ditegaskan bahwa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak akan 
menolong pelaku kejahatan dan juga tidak akan membelanya. Bilamana terjadi 
peristiwa atau perselisihan diantara pendukung Piagam Madinah yang dikhawatirkan 
akan menimbulkan bahaya dan kerusakan, penyelesaiannya menurut ketentuan Allah 
Swt, demikian ditetapkan dalam pasal 42. 
 Dari uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa konsep penegakan 
Ketuhanan Yang maha Esa, yang dalam terminologi Islam disebut dengan tauhid 
tertera baik dalam Piagam Madinah. 
2. Keadilan 
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Keadilan tercantum secara tegas baik dalam hukum Islam yang tertera dalam 
Al-Qur’an maupun dalam Piagam Madinah juga dalam hukum nasional, dalam 
Negara Kesatuan Republik Indonesia landasan yang dipakai dalam melindungi hak-
hak rakyat yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia 
yang terdiri dari 106 pasal yang meliputi sebelas bagian. Sedangkan menurut 
Maqasid al-Syariah tanggungjawab negara yang harus diperhatiakan berkenaan 
dengan perlindungan hak asasi manusia secara Universal yakni : 
a. Hak memeluk satu agama dan memeliharanya (hifz al-Din)  
Yaitu diatur dalam BAB III Pasal 22 ayat (I) yang menyatakan bahwa 
"setiap orang bebas mamaluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut 
agamanya dan kepercayaannya itu”. Jadi tanpa adanya aturan ini dan tanpa agama ini 
manusia dapat berbuat kasar atau tanpa norma tak ubahnya seperti hewan, karena 
agama lahir berdasarkan keyakinan yang didalamnya terdapat aturan atau hukum 
untuk hidup sama-sama.
16
 
Dalam perspektif hukum Islam, kebebasan dan kemerdekaan merupakan hak 
asasi manusia, termasuk didalamnya kebebasan menganut agama sesuai dengan 
keyakinannya. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwasanya agama Islam 
melarang keras adanya unsure paksaan keyakinan agama kepada orang yang telah 
menganut agama lain. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt, yakni dalam 
QS Al-Baqarah/ 2: 256.  
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 Eggi Sudjana, Ham Dalam Perspektif Islam (Jakarta: Nuansa Madani, 2002), h. 41.   
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                
               
Terjemahan: 
256. tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas 
jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar 
kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah 
berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha 
mendengar lagi Maha mengetahui.
17
 
 
Ayat ini turun berkaitan dengan al- ujain, salah seorang sahabat Anshar dari 
Bani Salim Ibn Auf. Lelaki itu mempunyai dua orang putra yang beragama Nasrani 
sedang ia sendiri telah memeluk agama Islam. Ia selalu menghadap Nabi saw. Lalu 
bertanya; “bolehkah dua orang anakku itu aku paksa memeluk agama Islam. Sebab 
kedua anakku itu tidak taat kepadaku dan tetap berkeinginan untuk melanjutkan 
agama Nasrani.” Sehubung dengan pertanyaan Husain tersebut Allah swt. 
Menurunkan ayat ini sebagai jawabannya.
18
 
Allah swt telah secara tegas menerangkan, bahwa memeluk agama Islam itu 
harus didasari kesadaran pribadi, tidak boleh dipaksakan. Al-Qur’an tidak 
membenarkan adanya intimidasi dan paksaan dalam menganut sebuah agama, 
sekalipun terhadap anaknya sendiri. 
                                                          
17
 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 42. 
18
 Achmad Abu Bakar, Wajah Ham Dalam Cermin Al-Qur’an (Makassar: Alauddin 
University Press, 2011), h. 262.    
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Menurut Ibn Katsir, ayat diatas mengandung larangan memaksa diri seseorang 
untuk menganut agama Islam, bagi Islam alasan-alasannya sudah jelas dan 
meyakinkan, dalil-dalilnya sudah terang, tidak pada tempatnya untuk memaksa orang 
lain memeluk keyakinan tertentu. Setiap orang telah diberi petunjuk oleh Allah swt, 
barangsiapa panca inderanya sudah tertutup, dipaksa dengan jalan apa pun ia tidak 
akan berguna mengikuti suatu agama. Demikian Ibn Katsir.
19
   
 Di dalam Islam, toleransi antar umat beragama dalam pengertian saling 
menghormati dan menghargai antar pemeluk agama, juga tercermin dalam bentuk 
larangan memaki sembahan penganut agama lain meskipun menurut pandangan Islam 
hal tersebut termasuk syirik atau menyekutukan Tuhan.
20
 Sebagaimana dijelaskan 
dalam firman Allah Swt’ QS Al-An’am/6: 108 yakni sebagai berikut.  
                   
               
Terjemahan: 
108. dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain 
Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa 
pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan 
mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan 
kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.
21
 
 
 
 
                                                          
19
 Abu al-fida’ Isma’il ibn ‘Umar ibn Katsir al-Dimasyqi, Tafsir al-Qur’an al-Azhim, Cet. Ke-2, 
jilid 1, h.311.  
20
 Eggi Sudjana, Ham Dalam Perspektif Islam (Jakarta: Nuansa Madani, 2002), h. 42.   
21
 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 141.  
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b. Hak hidup sama dimuka hukum (hifds al-Nafs)  
 Yaitu persamaan derajat dan hak hidup adalah hal pokok bagi setiap manusia, 
hak ini harus ada dan setara bagi setiap manusia tanpa melihat perbedaan-perbedaan 
yang ada diantara sesame manusia. Tidak ada seorang pun atau sekelompok manusia 
yang hidupnya lebih di prioritaskan dari yang lain. Dengan demikian, hak untuk 
hidup tersebut harus dilindungi baik oleh individu, masyarakat, maupun negara 
sekalipun. 
 Jiwa manusia adalah suci dan tidak boleh disakiti dan segala usaha harus 
dilakukan untuk melindunginya, terutama tidak seorangpun diperbolehkan menyakiti 
seseorang kecuali berdasarkan hukum, seperti hukum Qisas pada tindak pidana 
pembunuhan.
22
  
Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 178 yakni.  
                            
                   
          
Terjemahan: 
178. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan 
dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba 
dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu 
pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara 
yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi 
                                                          
22
 Ahmad Nur Fuad, dkk, Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam (Malang: Madani, 
2010),  h. 22.   
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ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari 
Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, 
Maka baginya siksa yang sangat pedih.
23
 
 
c. Hak melestarikan keturunan secara hukum (Hifz al-Nasl) 
 Dalam syariat Islam melindungi hak untuk berkeluarga dan berketurunan 
adalah salah satu ajaran syariat (maqasid al-syariah) yakni termasuk dalam 
kemaslahatan primer (mashlaha al-dharuriah).Dalam hal ini melindungi hak untuk 
berkeluarga dan berketurunan merupakan hak yang paling asasi bagi setiap manusia 
dimuka bumi ini.Ajaran Islam pun memandang penting perlindungan hak untuk 
berkeluarga dan berketurunan tersebut, begitu pula halnya dalam hukum nasional 
sekalipun. 
d. Hak materi (Hifds al-Maal) 
 Dalam Islam, khususnya pada hukum Islam (maqasid al- syariah) 
menyinggung, permasalahan tersebut, kemaslahatan primer (mashlahah al-
dhururiah). Yakni melindungi kepemilikan harta benda dapat merupakan hak yang 
paling asasi bagi setiap manusia. 
 Islam melindungi harta benda atau milik seseorang. Hakmilik tidak boleh 
diambil, dirampas, dicuri dan seterusnya. Haram hukumnya makan harta benda orang 
lain dengan paksaan atau dalam bentuk manipulasi. Firman Allah Swt dalam Surat 
Al-Baqarah ayat 188 yakni: 
                                                          
23
 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 27.  
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                    
       
Terjemahan: 
188. dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara 
kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu 
kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang 
lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.
24
 
 
Dari penjelasan ayat diatas, penulis berpendapat bahwasanya perlindungan 
terhadap harta benda itu begitu tinggi derajatnya dalam pandangan Islam, sehingga 
jika seseorang tewas mempertahankan harta bendanya dari rampasan orang lain, 
maka kedudukannya setaraf dengan seorang pahlawan yang gugur.   
e. Hak perlindungan terhadap intelektual seseorang (hifdz al-aql) 
Dalam perspektif Islam, menuntut ilmu bukan hanya hak asasi manusia, 
tetapi juga merupakan kewajiban asasi manusia. Jadi penulis dapat menyimpulkan 
bahwasanya Islam memberi dorongan penuh kepada umatnya agar mempelajari dan 
menguasai segala jenis ilmu pengetahuan, baik untuk keperluan akhirat maupun 
untuk mencapai kesejahteraan dunia. 
Pendidikan ialah usaha mengembangkan fitraf manusia dengan wahyu Allah 
Swt sehingga akan tercapai kehidupan manusia yang makmur dan bahagia. Menurut 
Al Qur’an manusia harus di didik, sebab manusia dilahirkan lemah dan tidak tahu 
                                                          
24
 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 29. 
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apa-apa sedangkan mereka berkewajiban mewujudkan kemakmuran dan 
kebahagiaan.
25
  
Berdasarkan pemaparan ataupun penjelasan diatas, maka penulis 
berpendapat bahwasanya manusia diberi hak demikian, karena pendidikan adalah 
sebagai alat untuk mencapai kemerdekaan dan alat untuk hidup yang tinggi. Orang 
yang berpendidikan  tentunya akan tahu harga dirinya sebaliknya jika kebodohan 
berkembang dalam sebuah masyarakat atau bangsa, tentunya akan mempengaruhi 
kehidupan bangsa itu dalam segala hal, kemiskinan akan terjadi, gelandangan dan 
kedurhakaan akan timbul.  
Adapun ayat tentang hak untuk mendapatkan pendidikan yang dijelaskan 
oleh Allah Swt dalam QS. Al-Mujadillah ayat 11 yakni: 
                 
                   
    
Terjemahan: 
11. Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-
lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, 
niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui 
apa yang kamu kerjakan.
26
 
                                                          
25
 Ahmad Nur Fuad, dkk, Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam (Malang: Madani, 
2010),  h. 26.   
26
 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 543. 
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3. Kesejahteraan bersama  
Hak untuk mendapatkan kesejahteraan dalam Islam merupakan salah satu 
yang diutamakan.Ajaran zakat, infaq dan shadaqah merupakan bentuk kepedulian 
Islam terhadap tercitanya kesejahteraan bersama dan kebebasan dari kemiskinan. 
Selain itu, Islam juga sangat mengutamakan kebersamaan dan menganjurkan tolong 
menolong terutama terhadap kaum miskin dan lemah dan oleh karena itu, Islam 
sangat mengharamkan riba 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Setelah melakukan pembahasan dan analisis dengan memperhatikan pokok 
permasalahan yang diangkat dengan judul Perlindungan Hak Asasi Manusia 
Dalam Sistem Ketenagakerjaan ditinjau dari Perspektif Hukum Islam maka 
penulis dapat menarik kesimpulan bahwa: 
 Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum yang 
dilandasi dengan dasar konstitusional, kelembagaan negara yang membawahi hak-hak 
dan melindungi hak-hak individu rakyat adalah bentuk kongkret Negara dalam 
menerapkan perannya agar seluruh rakyatnya dapat hidup adil, makmur dan sejahtera 
tanpa adanya pihak-pihak yang memaksa. 
Hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia semata-mata bertujuan 
untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan senantiasa menjamin kesamaan 
kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun. Aspek 
terpeliharanya keadilan antara hak dan kewajiban, keseimbangan antara hak pribadi 
dan sosial  juga termuat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku saat 
ini sedangkan hak-hak asasi manusia dalam perspektif hukum Islam adalah hak asasi 
manusia dalam Islam tertuang secara transenden untuk kepentingan manusia pa da 
umumnya, lewat syariah Islam yang diturunkan melalui wahyu. Hak-hak asasi 
manusia yang dilindungi oleh Islam ialah hak untuk hidup, hak kebebasan beragama, 
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hak atas keadilan, hak persamaan mendapatkan pendidikan, hak kebebasan 
berpendapat, serta hak kepemilikan, tentunya poin-poin perlindungan HAM yang 
diurakan diatas sejatinya bersentuhan langsung dengan prinsip Undang-Undang No 
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjan yang berlaku saat ini. 
B. Implikasi penelitian 
1. Dengan adanya UU tentang Ketenagakerjaan yang tentunya berdasar pada 
prinsip perlindungan hak asasi manusia bukan berarti masalah HAM 
terkhusus pada bidang ketenagakerjaan telah selesai, akan tetapi perlu dikaji 
lebih lanjut. Karena masalah HAM selalu berkembang pada masyarakat 
sehingga perlu adanya pengkajian lebih lanjut dan mendalam khususnya 
pada persoalan HAM ketenagakerjaan di Indonesia. 
2. Penelitian atau kajian dalam skripsi ini dalam pandangan penulis masih 
terasa jauh dari kata sempurna. Olehnya itu kritik konstruktif dari para 
pembaca sangat kami harapkan.  
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